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Glossary

LSM

Sektor LSM

LSM nasional

LSM lokal

Dolar Australia

Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia
(Departemen Urusan Luar Negri dan Perdagangan, Pemerintah Australia)

Focus Group Discussion (Diskusi kelompok terarah)

Rupiah Indonesia

Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organisation)

NGO Service and Study Centre (Pusat Study dan Layanan LSM Nasional)
Social Networks Analysis (Analisis Jaringan Sosial)

Australian Agency for International Development (tidak lagi beroperasi)
Produk Domestik Bruto /Gross domestic product

Koalisi Kebebasan Berserikat

Lembaga swadaya masyarakat (non-government organisations /NGO) merupakan
bagian dari masyarakat sipil, yaitu ‘berbagai lembaga non-pemeirntah dan non-
pasar dimana kelompok masyarakat mengorganisir diri untuk mencapai
kepentingan atau nilai-nilai bersama dalam kehidupan publik,” menurut Civil
Society Engagement Framework milik DFAT. Organisasi masyarakat sipil
merupakan suatu ruang dimana publik dapat memeriksa kuasa negara dan pasar
dengan mengadvokasi untuk keadilan sosial dan ekonomi, dan untuk menjawab
kebutuhan pembangunan sosial yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan
pasar. Keanggotaan dalam suatu organisasi masyarakat sipil bersifat sukarela dan
tata kelola dilakukan sendiri, serta laba yang didapatkan dikembalikan ke dalam
organisasi ketimbang dalam kantong anggotanya. Di bawah suatu kerangka kerja
operasi, organisasi masyarakat sipil juga meliputi organisasi berbasis masyarakat,
yang bekerja di tingkat lokal dan bergantung pada kontribusi dari para anggotanya
untuk dapat beroperasi, seringkali untuk melayani para anggotanya. Sebagaimana
halnya Laporan Ulasan Sektor LSM 2012 (NGO Sector Review 2012) (STATT,
2012), desain ini membedakan antara LSM dengan organisasi berbasis
masyarakat, karena LSM memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks,
mengandalkan pada staf dibayar ataupun relawan, memiliki dasar keuangan yang
kecil dan berfokus pada melayani sesama lewat pelayanan langsung,
pengorganisasian masyarakat dan/atau advokasi, ketimbang melakukan kegiatan
swadaya.

Sektor LSM menggambarkan kumpulan LSM yang beroperasi di ruang tertentu.
Walaupun LSM yang berbeda melakukan kerja yang berbeda dan dengan
komunitas yang berbeda pula, namun akan mengalami tren dan linkungan
kebijakan yang serupa, sehingga memiliki kepentingan dan tantangan bersama.

LSM yang bekerja di dua atau lebih provinsi, atau mencakup lebih dari lima
kabupaten di berbagai daerah di tanah air.

LSM yang hanya bekerja di sebagian kabupaten atau satu kabupaten.
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Abstrak

Laporan singkat ini merupakan yang pertama dalam seri tulisan yang menelaah penelitian awal yang
dilakukan saat proses desain suatu fasilitas pendukung sektor LSM. Laporan ini memaparkan konteks
serta kerangka kerja konseptual yang mendasari penelitian tersebut dan menarik beberapa tema
kunci dari hasil temuan penelitian tersebut. Selain itu, laporan ini juga memperbarui penelitian yang
ada mengenai sektor LSM yang dilakukan pada tahun 2010. Tulisan ini menjabarkan latar belakang
sejarah munculnya sektor LSM di Indonesia serta menjelaskan profil terkini berdasarkan hasil temuan
penelitian lapangan.
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1 Latar Belakang

Dalam waktu 15 tahun belakangan, Indonesia telah mengalami sejumlah transisi kekuasaan
demokratis, meningkatnya pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, serta tumbuh menjadi
negara berpenghasilan menengah bawah. Dalam periode ini, sektor LSM di Indonesia berperan
penting dalam mendorong reformasi politik, ekonomi dan sosial yang meliputi isu-isu seperti hak
perempuan, anti-korupsi, kebebasan informasi dan toleransi beragama. Sektor LSM juga telah
berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.
Namun kemampuan sektor LSM untuk meneruskan peranannya tersebut kini menjadi suatu persoalan
yang kritis dengan menurunnya dukungan dana dari donor internasional yang dibarengi dengan
pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Departemen Urusan Luar Negri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade /DFAT)
pemerintah Australia memulai suatu proyek untuk mendesain suatu Pusat Studi dan Pelayanan LSM
(NSSC) pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Fokus NSSC, sebagaimana dijelaskan dalam
dokumen desain, adalah untuk mendukung sektor LSM di Indonesia mengatasi tantangan yang
dihadapinya terkait menurunnya dukungan dana dari lembaga donor internasional. Suatu konsep
kunci yang mendasari riset yang dilakukan saat proses desain adalah betapa pentingnya mendukung
keberlanjutan lembaga secara individu maupun sektor LSM secara keseluruhan. Istilah ‘sektor LSM’
digunakan di sini untuk menggambarkan kumpulan LSM yang beroperasi di berbagai isu dan bidang.
Walaupun LSM yang berbeda melakukan kerja yang berbeda dan dengan komunitas yang berbeda
pula, namun memiliki tren umum dan linkungan kebijakan yang serupa, sehingga memiliki
kepentingan dan tantangan bersama.

Meskipun sektor LSM sangat penting, tidak ada bahan rujukan yang komprehensif yang dapat
digunakan oleh tim desain NSSC ketika menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan
sektor LSM Indonesia dan kemampuannya untuk meneruskan perannya di Indonesia. Laporan Ulasan
Sektor LSM (NSO Sector Review) yang diluncurkan pada tahun 2012 mencakup suatu ulasan literatur
yang luas serta mencatat kurangnya pengetahuan mengenai masyarakat sipil dan sektor LSM di
Indonesia, khususnya terkait lingkungan pendukungnya.l Riset literatur yang dilakukan sebagai
bagian dari proses desain NSSC menemukan hanya ada dua tulisan signfikan yang dihasilkan dalam
hal analisis dan literatur mengenai topik ini.?

Laporan singkat ini merupakan bagian pendahuluan bagi Seri Riset NSSC, yang merupakan langkah
awal untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut. Tujuan utama seri tulisan ini adalah untuk
mengkompilasi dan mendiseminasikan temuan-temuan utama dari penelitian yang dilakukan pada
tahun 2014 dan awal tahun 2015. Diharapkan bahwa laporan-laporan singkat tersebut dapat berguna
dan memberikan informasi bagi para individu dari LSM dan lembaga-lembaga donor, pemerintah,
pihak swasta, dan masyarakat umum yang ingin membantu pencapaian sektor LSM yang lebih kokoh
di Indonesia. Meskipun bahan yang dipaparkan dalam seri riset ini didasarkan pada penelitian dan
analisis yang ketat, hasil tulisan ini ditujukan bagi para praktisi dan pemangku utama yang memiliki
kepentingan bersama untuk mendukung LSM dan memastikan keberlanjutan sektor ini di masa
mendatang.®

Seri ini mencakup sejumlah laporan singkat yang menjabarkan tren dan praktik-praktik terkini terkait
topik-topik di bawah dalam sektor LSM Indonesia, menjelaskan konteks dalam tren-tren internasional
terkait topik-topik tersebut, serta memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
berbagai pemangku kepentingan utama. Para kontributor dalam seri riset ini juga merupakan anggota
tim penelitian dan desain NSSC awal yang melakukan pengumpulan data dan berbagai analisis data.

! STATT, 2012.

% Terkecuali Civil Society Index (Fitri et al., 2014) dan Civil Society Sustainability Index yang dilakukan oleh Konsil LSM pada
bulan April 2015. (Hingga Agustus 2015 laporan tersebut belum diluncurkan untuk publik, namun direncanakan akan
dikeluarkan pada akhir tahun 2015).

¥ Laporan yang ditulis oleh Lassa dan Liu memberikan deskripsi analisis jaringan sosial LSM Indonesia (Laporan singkat no. 4),
merupakan laporan yang sedikit lebih teknis dibandingkan dengan laporan oleh Davis mengenai diversifikasi pendanaan
(Laporan singkat no. 2) dan laporan oleh Alawiyah mengenai manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan dalam
sektor LSM (Laporan singkat no. 3). Namun, dalam tiap laporan, para penulis berupaya untuk memberikan kesimpulan dan
rekomendasi yang dapat dipahami oleh pembaca non-akademik/non-teknis.
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Selain itu, tim juga termasuk dua orang ahli di bidang analisis jaringan (network) dan editor yang
khusus diminta untuk berkontribusi dalam seri tulisan ini.

Laporan singkat ini, yang juga merupakan tulisan pertama dalam seri ini, memberikan ikhtisar status
dan profil sektor LSM Indonesia serta menelaah konsep-konsep kunci yang mendorong arah
penelitian yang dilakukan saat proses desain NSSC dan yang muncul dari hasil temuan data. Laporan
singkat dalam Seri Riset ini membahas:

> Pendanaan dan upaya mengatasi tantangan penggalangan dana yang dihadapi oleh LSM
Indonesia (Benjamin Davis).

> Sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan dalam sektor LSM (Tuti Alawiyah).

> Jaringan antar LSM dan dengan pemerintah dan pihak swasta (Jonatan Lassa dan D. Elcid Liu).

Topik-topik tersebut selaras dengan berbagai topik yang diidentifikasi dari hasil penelitian dan
konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama yang dilakukan saat proses desain. Ketiga
topik di atas juga merupakan isu penting untuk mencapai suatu sektor LSM yang kokoh dan
berkelanjutan, yakni suatu sektor yang:

> memiliki hubungan kerja sama yang efektif dan setara dengan pihak pemerintah dan pihak
swasta;

> memiliki tata kelola yang baik, kemandirian dan akuntabilitas; serta

> memiliki sumber pendanaan yang cukup dan beragam.

Hasil temuan penelitian lapangan dan konsultasi menunjukkan bahwa sektor LSM di Indonesia
menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam tiap bidang di atas. Ketiga laporan singkat lainnya
memberikan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan utama tentang bagaimana cara
memitigasi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai suatu pendahuluan bagi ketiga laporan lainnya,
laporan singkat ini bertujuan untuk memberikan latar belakang dan konteks dalam seri riset ini, serta
untuk memperbarui hasil temuan dari Laporan NGO Sector Review 2012 (Ulasan Sektor LSM tahun
2012). Laporan ini tidak bermaksud untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut, tapi lebih
memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kerangka kerja konseptual yang membimbing
arah penelitian. Laporan ini juga menggambarkan dan membahas konteks historik, sosial, politik dan
ekonomi dimana LSM Indonesia beroperasi. Hasil temuan penelitian digunakan untuk
menggambarkan profil dan tatanan LSM Indonesia terkini.

2 Gambaran umum dan metodologi penelitian

Proses desain NSSC dilaksanakan dengan suatu agenda penelitian yang cukup komprehensif.*
Penelitian ini memastikan bahwa desain NSSC didukung dan divalidasi oleh bukti terkait kebutuhan
dan tujuan sektor LSM di Indonesia. Data dan hasil temuan dari penelitian ini menjadi masukan
langsung bagi penulisan dokumen desain NSSC beserta lampirannya. Fase penelitian dan desain ini
juga membuahkan hasil, temuan dan informasi yang relevan untuk dibagikan kepada pembaca yang
lebih luas, yang merupakan tujuan seri riset ini.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014-2015 didasarkan pada proyek riset yang didukung oleh
DFAT pada tahun 2012, yaitu NGO Sector Review (Laporan Ulasan Sektor LSM). Tujuan utama
ulasan tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan terkini mengenai LSM,
sektor LSM dan hubungan dengan sektor-sektor lainnya guna mengidentifikasi bidang-bidang apa
saja yang dapat didukung oleh DFAT (pada saat itu masih AusAID) serta yang dapat mendukung
investasi terhadap tujuan pengurangan kemiskinan pemerintah Australia di Indonesia. Laporan NGO
Sector Review ini terdiri dari ulasan literatur terstruktur, tinjauan media, penelitian lapangan di dua

“Ulasan metodologi dalam Lampiran 1 memberikan detil lebih lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian lapangan.
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kabupaten di Indonesia, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor LSM
maupun ahli LSM, serta suatu analisis dan pemetaan data kuantitatif. Juga terdapat analisis awal
mengenai data keuangan proyek-proyek bantuan Australia di Indonesia.

NGO Sector Review ini membantu DFAT mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian
lebih lanjut dan metodologi yang secara langsung membantu penelitian yang dilakukan pada tahun
2014-2015 untuk desain NSSC. Di samping pertanyaan-pertanyaan operasional dan strategis yang
dibutuhkan untuk memberi masukan teknis pada desain, pertanyaan-pertanyaan konsep yang lebih
luas dalam penelitian ini dibahas di Bagian 3 di bawah. Konsep utama yang mendorong penelitian ini
dan yang menjadi dasar rangkaian rekomendasi yang terangkum dalam dokumen desain NSSC
adalah keberlanjutan sektor LSM Indonesia. Tema ini tercermin dalam temuan-temuan penelitian
mengenai menajamen sumber daya manusia dan kepemimpinan, diversifikasi pendanaan dan
jaringan yang muncul dari proses pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data tersebut
mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam dan di seputar
sektor LSM. Meskipun tujuan konsultasi tersebut adalah untuk mengembangkan suatu dasar bukti
bagi desain NSSC, penelitian tersebut menghasilkan data terkini dan unik bagi para pembaca luas,
termasuk para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian dan proses konsultasi.

Tiap kegiatan penelitian tahun 2014-2015 mengandung rangkaian pertanyaan dan metodologi
masing-masing yang dijelaskan secara singkat di bawah ini dan secara mendetil dalam Lampiran 1.
Penelitian metode campuran termasuk penelitian lapangan, analisis jaringan, ulasan data program
DFAT dan penelitian literatur.

2.1 Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk desain NSSC terdiri dari survei dan penelitian kualitatif.
Survei kuantitatif yang digunakan merupakan survei mendalam yang terstruktur yang meliputi 105
LSM daerah di tujuh kota/kabupaten di empat provinsi, serta 42 LSM nasional/pendukung. Lokasi
penelitian dipilih secara sistematis agar temuan yang muncul dapat digunakan untuk menarik
kesimpulan mengenai status sector LSM di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dan diskusi
kelompok terarah (FGD) dilakukan di ketujuh kota/kabupaten dengan 214 orang dari pemerintah
kota/kabupaten, pihak swasta dan LSM. Ada 361 orang total yang disurvei, diwawancarai, atau
berpartisipasi dalam FGD. Berdasarkan hasil Laporan NGO Sector Review 2012 dan pengetahuan
anggota penelitian mengenai perkembangan sektor LSM terkini, penelitian lapangan mencakup
beberapa tema berikut:

> peranan dan fungsi LSM,;
> jaringan dan hubungan antar LSM;
> hubungan LSM dengan pemerintah dan pihak swasta,;

> lingkungan pendukung, seperti kebijakan, pelayanan, kesetaraan gender dan inklusivitas yang
mempengaruhi kemampuan LSM untuk memenuhi peranannya;

> tingkat dan sumber pendanaan LSM;
> akuntabilitas, struktur tata kelola dan rangkaian proses LSM; dan

> sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif dan manajemen kelembagaan.

2.2 Analisis jaringan

Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan lewat penelitian lapangan. Lassa dan Liu, yang
merupakan spesialis Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis/SNA) dan penulis laporan
singkat terkait jaringan dalam seri ini, menganalisis data dari penelitian lapangan serta ulasan
hubungan kerjasama DFAT dengan LSM menggunakan pendekatan SNA. Analisis jaringan melihat
koneksi antara LSM di Indonesia di tingkat kelembagaan, menggunakan visualisasi yang dihasilkan
menggunakan perangkat lunak analitik. Visualisasi tersebut memberikan wawasan mengenai struktur
dan tingkat kestablian jaringan yang dipelajari. Analisis ini juga mencakup menguji skenario dimana
‘pusat-pusat’ (hub) penting (yakni organisasi paling berpengaruh dalam jaringan) dikeluarkan dari
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jaringan. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat dampak yang terjadi jika jaringan runtuh, serta
membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk memitigasi masalah yang mungkin muncul.

2.3 Ulasan program DFAT di Indonesia

Ulasan hubungan kerja sama DFAT dengan LSM di Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi
yang dapat menjawab empat pertanyaan kunci berikut:

1. Seberapa banyak pendanaan yang telah diberikan oleh DFAT kepada LSM Indonesia?
2. Apa saja jalur utama penyaluran dana kepada LSM Indonesia?

3. Bagaimanakah hubungan kerjasama dengan LSM Indonesia berkontribusi terhadap tujuan-tujuan
pembangunan DFAT?

4. Bagaimana DFAT berencana untuk menguatkan LSM Indonesia dan apakah sudah berhasil?

Ulasan tersebut menganalisis hubungan kerjasama DFAT dengan LSM Indonesia dengan cara
mempelajari dokumentasi program serta data primer yang dikumpulkan lewat wawancara, FGD dan
survei kecil dengan LSM-LSM yang didanai oleh DFAT mengenai pengalaman mereka bekerja sama
dengan lembaga donor asing secara umum.

2.4 Penelitian literatur

Selain itu, juga dilakukan penelitian literatur yang melihat literatur komparatif untuk menelaah tren-tren
internasional dan pemikiran terkini mengenai masyarakat sipil dan LSM. Penelitian ini berfokus pada
beberapa topik, termasuk peran LSM internasional, konsep keberlanjutan, serta kekuatan dan
tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penengah dan penyandang dana di Indonesia.

3 Konsep-konsep Kunci

Ada sejumlah konsep kunci yang penting untuk memahami analisis topik-topik dalam seri ini.
Keberlanjutan sektor LSM Indonesia, sebagaimana digarisbawahi di atas, merupakan suatu persoalan
kunci yang muncul dari berbagai penelitian, konsultasi dan analisis. Suatu konsep yang juga sangat
berhubungan dengan topik ini adalah ‘lingkungan pendukung’ dimana LSM beroperasi. Terakhir, dua
isu lainnya yang penting untuk memahami sektor LSM Indonesia dan topik-topik dalam seri ini adalah
peranan individu dalam sektor LSM dan keberagaman dalam sektor.

3.1 Keberlanjutan

Tiap topik yang diulas dalam seri ini terkaitan erat dengan dasar pemikiran penelitian ini, yaitu untuk
mengidentifikasi cara-cara meningkatkan keberlanjutan sektor LSM Indonesia. Ada beberapa cara
untuk memandang konsep keberlanjutan. Ada satu pendekatan yang melihat keberlanjutan hasil
proyek, program atau upaya manapun dari suatu organisasi sebagai tujuan pembangunan secara
umum.® Asumsi kerangka kerja ini, yang juga membimbing arah penelitian untuk desain NSSC,
adalah bahwa LSM ‘[t]idak seharusnya hadir bagi kepentingan mereka sendiri. ...[Mereka seharusnya]
menambah nilai pada konteks dimana mereka bekerja’.? Sektor LSM di Indonesia memang selama ini
merupakan pendorong utama reformasi politik, ekonomi dan sosial, termasuk mengenai isu-isu seperti
hak perempuan, anti-korupsi, kebebasan informasi dan toleransi keagamaan. Sektor LSM juga telah
memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan
kemiskinan.”

Cara lain untuk memandang keberlanjutan, yang juga merupakan fokus dari seri ini serta penelitian
yang mendasarinya, adalah melihat keberlanjutan sebagai keberlanjutan LSM sebagai lembaga
individu maupun sektor LSM yang terdiri dari kumpulan lembaga. Asumsi terkait keberlanjutan adalah

® FHI 360, CAP, dan USAID, 2011.
°PRIA, 2012
" Dampak-dampak tersebut telah dicatat dalam laporan lainnya: lihat STATT, 2012.
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bahwa untuk mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu upaya yang terorganisir
dan hasil-hasil tersebut cenderung positif jika terlembaga dengan baik. Definisi keberlanjutan dari
sudut pandang kelembagaan meliputi ‘keberlanjutan kelembagaan’ atau ‘kapasitas yang tertanam
dalam organisasi ketimbang dalam individu’.® Keberlanjutan finansial, yakni definisi yang paling sering
digunakan, hanya merupakan satu bagian kecil dari kerangka kerja yang lebih luas. Dengan
menggunakan pendekatan fungsional tersebut, LSM yang berkelanjutan biasanya dianalisis
berdasarkan beberapa unsur kelembagaan, termasuk pendanaan, manajemen dan tata kelola, nilai-
nilai, misi, legitimasi dan kepemimpinan.g

3.2 Lingkungan pendukung

Konsep ‘lingkungan pendukung’ berkaitan dengan pertanyaan mengenai lingkungan pendukung
sektor LSM. Suatu lingkungan pendukung meliputi LSM sebagai suatu lembaga; keuangan lembaga;
peraturan dan perundang-undangan yang mempengaruhi LSM; dukungan dari pembuat kebijakan dan
masyarakat umum; serta kemitraan dan jaringan yang kuat.™ Konsep ini melihat bahwa lembaga
individu tidak beroperasi dalam suatu vakum, sama halnya dengan jaringan atau kumpulan
organisasi. Faktor-faktor tingkat makro mempengaruhi bagaimana LSM dapat berfungsi dan hasil-
hasil yang dapat dicapainya, baik sendiri maupun secara kolektif. Bagian 4 di bawah ini memaparkan
gambaran umum mengenai lingkungan politik/kebijakan, sosial dan ekonomi dimana LSM Indonesia
beroperasi di masa lampau hingga pertengahan tahun 2015.

Tiap laporan singkat dalam seri riset ini melihat semua aspek lingkungan pendukung dari sudut
pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Salah satu contoh termasuk bagaimana peraturan
pemerintah mengenai insentif pajak untuk kegiatan filantropi (atau ketiadaan filantropi) dapat
mempengaruhi ketersediaan jenis pendanaan alternatif, yang dapat membantu LSM mengurangi
kebergantungannya pada sumber dana tradisional yang makin menurun dari lembaga donor
internasional (sebagaimana dibahas oleh Davis dalam laporannya). Contoh-contoh lainnya termasuk
bagaimana keterbatasan dana berarti bahwa LSM tidak dapat merekrut, membayar, melatih dan
mempertahankan staf serta membentuk generasi kepemimpinan baru, atau bagaimana bekerja dalam
budaya paternalistik berarti bahwa pengambilan keputusan dalam LSM hanya akan terpusat di
kalangan staf senior (sebagaimana dibahas oleh Alawiyah dalam laporannya).

Dalam konteks global, Indonesia menduduki peringkat ke-59 dari 109 negara dalam hal lingkungan
pendukung untuk masyarakat sipil, termasuk LSM.™ Skor yang diraih oleh Indonesia adalah 0,52,
yang dapat terbilang lebih rendah dari rata-rata global (0,58) dan lebih rendah dari negara-negara
maju di kawasan Asia Pasifik, seperti Selandia Baru dan Korea Selatan. Namun, jika dibandingkan
dengan negara-negara tetangga, Indonesia memiliki skor yang lebih tiggi daripada Thailand (0,50),
Malaysia (0,44) dan Vietnam (0,37)."* Walaupun dalam hal tata kelola ranking Indonesia berada di
rentang nilai rata-rata, masih ada banyak tantangan terhadap penguatan sektor LSM Indonesia,
termasuk isu pendanaan dan keberlanjutan13 serta lemahnya lembaga pendukung yang dapat
memberikan dukungan kepada LSM lainnya. Terkait dimensi sosio-ekonomi, Indonesia menduduki
rangking ke-78 dengan skor 0,43, di bawah rata-rata global, yakni 0,54. Namun, dalam hal dimensi
sosio-budaya, Indonesia mendapatkan rangking yang tinggi, yaitu peringkat ke-15 dengan skor 0,62,
lebih tinggi dari rata-rata global dengan skor 0,52.

3.3 Peranan individu

Bersamaan dengan lingkungan pendukung, peranan individu dalam lembaga dan dalam sektor LSM
juga merupakan faktor yang penting untuk memahami cara berfungsi sektor LSM. Sebagaimana
dijelaskan dalam laporan oleh Alawiyah dalam seri ini, faktor penggerak utama LSM Indonesia selama

8 Low dan Davenport, 2002.

® Lihat contoh dari Okorley dan Nkrumah, 2012 dan Aldaba et al., 2000.
1 clvicus, 2013; PRIA, 2012

' Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman, 2011.

2 | jhat CIVICUS, 2013.

2 PRIA, 2012.
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ini adalah aktivis individu dan relasi personal.14 Selain itu, hubungan perorangan dan jaringan
pemayung sangat mempengaruhi hubungan-hubungan dalam sektor LSM maupun antara LSM,
pemerintah dan pihak swasta. Masing-masing daerah memiliki sifat hubungan yang berbeda (lihat
Bagian 3.4 di bawah). Contohnya, di Jawa Timur, LSM yang memiliki afiliasi dengan Nahdlatul
Ulama™ dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan pejabat pemerintah yang memiliki afiliasi
yang sama untuk menjalankan program-programnya jika dibandingkan dengan LSM lainnya yang
harus melewati sejumlah proses verifikasi yang rumit. Sebaliknya, hubungan LSM lingkungan hidup
dengan pemerintah dan pihak swasta di Jambi tidak begitu rukun karena perbedaan pandangan
dalam pengelolaan lingkungan. Namun demikian, hubungan personal cenderung dapat meredakan
ketegangan dan mengarah pada kolaborasi. Ada beberapa contoh kolaborasi lintas lembaga di Jambi
yang didorong oleh hubungan personal, seperti perumusan kontrak dengan pemerintah untuk
melindungi lahan ribuan hektar ataupun mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk rekonstruksi
daerah-daerah pemukiman yang terkena dampak eksploitasi sumber daya alam, termasuk bekerja
sama dengan masyarakat adat.

3.4 Keberagaman dalam sektor LSM

Konsep terakhir yang dapat membantu untuk memahami isu-isu yang dibahas dalam seri ini adalah
keberagaman dalam sektor LSM. Ada beberapa perbedaan penting dalam lingkungan serta tantangan
yang dihadapi oleh LSM di tingkat kota/kabupaten dibandingkan yang berada di tingkat provinsi, lintas
provinsi ataupun yang berskala nasional. Juga ada perbedaan dalam jenis tantangan yang dihadapi
oleh lembaga yang menggunakan pendekatan pelayanan dibandingkan yang bergerak di bidang
advokasi dan perubahan kebijakan, maupun perbedaan dalam hal lokasi geografis. Ada perbedaan
nyata yang muncul dari analisis data lapangan ketika mengelompokkan dan melakukan perbandingan
antara LSM berdasarkan akses dengan Jakarta dan ibukota provinsi. (Lihat Bagian 4.2 di bawah
terkait perbandingan LSM yang bekerja di tingkat nasional dan lintas provinsi, di ibukota provinsi, di
kota atau kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi, atau yang jauh dari ibukota provinsi.)

4 Sektor LSM Indonesia — gambaran umum

Bagian ini memaparkan gambaran umum terkait profil dan konteks sektor LSM Indonesia yang dapat
membantu para pembaca seri ini memahami topik-topik kunci yang dibahas pada laporan lainnya.
Serupa dengan laporan singkat lainnya, pembahasan dalam bagian ini menggunakan hasil penelitian
lapangan yang dilakukan saat proses desain NSSC. Bagian ini juga merujuk pada Laporan NGO
Sector Review 2012 *°, yang merupakan dasar untuk penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 dan
2015.

Patut dicatat bahwa LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil, yaitu ‘berbagai lembaga non-
pemerintah dan non-swasta yang kian berkembang, dimana anggotanya berorganisir untuk mencapai
kepentingan atau nilai-nila bersama dalam kehidupan publiknya’."” Organisasi masyarakat sipil
merupakan suatu ruang dimana masyarakat publik dapat memeriksa kekuasaan negara dan pasar
lewat upaya advokasi untuk keadilan sosial dan ekonomi, serta menjawab kebutuhan pembangunan
sosial yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan pasar. Keanggotaan dalam organisasi masyarakat
sipil bersifat sukarela dan tata kelola dilakukan secara mandiri, dimana keuntungan/laba yang
dihasilkan akan dikembalikan ke dalam lembaga ketimbang ke dalam kantong-kantong individu
tertenu. Di bawah suatu kerangka kerja operasional, organisasi masyarakat sipil juga meliputi
organisasi berbasis masyarakat, yang bekerja di tingkat lokal dan bergantung pada kontribusi dari
para anggotanya untuk dapat beroperasi, seringkali untuk melayani para anggotanya. Sebagaimana
halnya Laporan NGO Sector Review 2012, penelitian ini membedakan antara LSM dengan organisasi
berbasis masyarakat, karena LSM memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks,

* Lihat STATT, 2012 untuk pembahasan mengenai hal ini; lihat juga Antlév, Brinkerhoff, dan Rapp, 2010; Antlév, Ibrahim, dan
van Tuijl, 2006.

15 Merupakan lembaga Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kehadiran cukup besar di Jawa Timur.

1 STATT, 2012.

7 AusAID, 2012.
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mengandalkan pada staf dibayar ataupun relawan, memiliki dasar keuangan yang kecil dan berfokus
pada melayani sesama lewat pelayanan langsung, pengorganisasian masyarakat dan/atau advokasi,
ketimbang melakukan kegiatan swadaya.

4.1 Sejarah dan konteks

Sejarah LSM atau masyarakat sipil di Indonesia secara luas dapat ditelusuri kembali hingga jaman
penjajahan. Masyarakat sipil terus memainkan peranan penting meskipun mengalami penekanan
dalam hal ekspresi politik dan kerja-kerjanya, serta adanya undang-undang yang membatasi hak
berkumpul yang diberlakukan pada jaman Orde Baru dari tahun 1965 hingga 1998.'% Pada
pertengahan 1980-an, lembaga donor international dan LSM internasional menyalurkan sedikit dana
dan dukungan bagi LSM Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya peranan masyarakat sipil
dalam transisi menuju demokrasi. Proses transisi menuju demokrasi yang terjadi pada akhir tahun
1990-an menyebabkan proliferasi dan perluasan LSM yang beragam. Proses desentralisasi yang
mulai pada awal tahun 2000-an juga terus mendorong penyebaran tersebut. Desentralisasi menjadi
pemicu berdirinya generasi LSM baru yang berfokus ada tata kelola dan layanan publik di daerah.
Proses ini berujung pada dikeluarkannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dengan dukungan
kepemimpinan masyarakat sipil membuahkan anggaran pembangunan yang lebih tinggi bagi ribuan
desa di Indonesia.”® Terlebih lagi, tersedia ruang bagi keterlibatan LSM dalam membantu desa-desa
mengidentifikasi kebutuhannya dan dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut dengan baik.*

Dalam waktu 10 tahun belakangan, Indonesia merupakan bagian dari negara berpenghasilan
menengah21 yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi sejak krisis keuangan pada tahun 1998.%2
Antara tahun 2010-2015, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5-6%.%
Seiring dengan itu, kelas menengah di Indonesia juga tumbuh.?* Keadaan ini membuka peluang
namun juga menyebabkan tantangan bagi sektor LSM. Di tingkat global, seperti halnya di Indonesia,
LSM mengalami beberapa pembatasan dana dari lembaga donor internasional, yang ingin melihat
dananya dihubungkan dengan kebijakan luar negeri dan agenda perdagangannya (agar dapat
menjustifikasi pengeluaran untuk bantuan asing saat pengeluaran domestik mengalami pemotongan
anggaran). Selain itu, makin banyak donor yang berfokus pada program pelayanan ketimbang
program untuk mendukung agenda LSM yang meliputi kerja-kerja perubahan sosial berjangka
panjang.25 Implikasi dari tren ini terhadap pandanaan LSM Indonesia dibahas dalam laporan yang
ditulis oleh Davis.

Saat ini, meskipun peranan sektor masyarakat sipil telah diakui secara luas dan dukungan sektor ini
membantu terpilihnya Jokowi menjadi presiden RI, hubungan antara masyarakat sipil dengan
pemerintah masih perlu terus dipantau. Ada banyak lembaga masyarakat sipil dan tenaga relawan
yang terlibat membantu Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2014.% Pemilu tersebut
mencerminkan pergeseran yang cukup penting dari pemerintahan ‘Orde Baru’ menuju generasi
pemimpin yang berasal dari luar struktur kekuasaan jaman tersebut. Ketika menjabat sebagai walikota
Solo, Jokowi menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil
lokal, termasuk terkait isu-isu kelompok terpinggirkan secara sosial. Dalam masa jabatannya sebagai
walikota maupun sebagai gubernur Jakarta, Jokowi secara tegas menyatakan dirinya anti-korupsi.
Beliau juga berkonsultasi dengan para pemimpin LSM saat meluncurkan kampanye kepresidenannya
serta saat periode transisi pra-inagurasi. Namun, ada banyak pihak di kalangan sektor LSM yang

'8 Bahan dalam bagian ini diadaptasi dan diperbaruri dari STATT, 2012.

' pParlina, I., dan Halim, H., 2013.

% pukungan untuk Undang-undang Desa dimulai pada tahun 1999 ketika sejumlah jaringan LSM mengemukakan
kekhwatirannya terkait isu-isu desa, keterpaparan masyarakat desa terhadap risiko lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat
gPeIIini, Angelina, dan Purnawati, 2014)

! Indonesia secara resmi tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah bawah (yaitu negara dengan PDB per kapita di
atas USD 1.005. Saat ini, PDB per kapita Indonesia adalah USD 3.514,60 (tahun 2014), lihat
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
%2 pfif, n.d.

28 Asian Development Bank, 2015,

% 3alim, F, 2012. Indonesia’s Middle Class sebagaimana dikutip oleh Afif, n.d.

> CIVICUS, 2015.

% Syaedy, 2014. Hal ini juga dibahas dalam Civil Society and the strengthening democracy, Jakarta, November 25, 2014. Para
presenter dalam sesi ke-dua (Ery Seda, Ivan Haddar, Olga Lydya, dan Nico Harjono) membahas ‘Perkembangan Situasi Politik,
ekonomi, dan sosial budaya paska pemilu 2014 dan tantangannya bagi masyarakat sipil ke depan’.
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merasa kecewa dengan Jokowi, yang hingga pertengahan tahun 2015 telah membuat beberapa
keputusan yang sepertinya bertolak belakang dengan komitmen yang dibuatnya dalam kampanye
anti-kroupsi dan terkait isu-isu HAM.?’

Selain itu, dari sisi kelembagaan, ada sejumlah lembaga masyarakat sipil terkemuka yang merasa
khawatir dengan pengeluaran UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas.”® Kekhawatiran tersebut muncul
karena penggunaan kata-kata yang tidak jelas dalam beberapa pasal yang berpotensi untuk
mengurangi tingkat kebebasan berkumpul dan berserikat. Muhammadiyah (lembaga keagamaan
terbesar ke-dua di Indonesia) beserta Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB; yang terdiri dari 14 LSM
nasional ternama) mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menantang puluhan pasal dalam undang-undang tersebut. Pada bulan Desember 2014, Makhamah
menyetujui keberatan-keberatan yang diajukan oleh kedua lembaga tersebut dan memutuskan bahwa
lebih dari 10 pasal dianggap tidak konstitusional, termasuk

> peraturan mengenai pendaftaran di tingkat kabupaten;
> peraturan mengenai tujuan pendirian suatu LSM;
> peraturan mengenai mengenai badan pembina dan pelaksana; dan

> peraturan mengenai keanggotan.

KKB juga memohon agar pemerintah menghapuskan semua peraturan pemerintah yang dikeluarkan
berdasarkan UU tersebut. Hingga pertengahan tahun 2015, dampak jangka panjang dari UU ini serta
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi masih belum jelas. Juga terdapat beberapa faktor kebijakan
lainnya yang mempengaruhi kemampuan LSM untuk bekerja dan menggalang dana, yang ditelaah
lebih lanjut dalam Laporan NGO Sector Review 2012 dan laporan yang ditulis oleh Davis. Perlu
dicatat bahwa sejak tahun 2012, KKB juga meminta agar draf UU Perkumpulan dijadikan prioritas
untuk agenda legislatif nasional untuk periode 2015-2019. Jenis peraturan untuk perkumpulan yang
ada kini (Staatsblad 1870 nomor 64) tidak sesuai dengan struktur lembaga yang kompleks di jaman
modern sekarang jika dibandingkan dengan konteks saat peraturan itu dikeluarkan.?

Sementara itu, dari hasil wawancana dari FGD yang dilakukan saat desain NSSC, baik pemerintah
maupun pihak swasta menyatakan pandangan dan penghargaan yang positif terhadap peranan LSM
dalam kerja-kerja advokasi maupun pelayanan sosialnya. Namun, sikap publik terhadap LSM secara
historis tidak selalu positif karena kurangnya pemahaman tentang peran LSM dalam masyarakat,
maupun kecenderungan sektor LSM berfungsi sebagai ‘demokrat terapung’ (floating democrats).*°
Meskipun demikian, tingkat kepercayaan terhadap LSM menunjukkan peningkatan. Satu survei
menunjukkan peningkatan sebesar 22% dalam hal kepercayaan publik terhadap LSM antara tahun
2013 dan 2014, dimana dilaporkan ada 73% masyarakat menyatakan kepercayaannya pada LSM.*"

*" Mietzner dan East-West Center, 2015.

%8 Undang-undang ini merupakan amandemen UU Ormas no 8 tahun 1985. Menyesuaikan dengan STATT (2012), istilah
organisasi masyarakat diterjemahkan menjadi community organisations, ketimbang mass organisations. Pada Desember 2012,
draf UU ini merujuk pada organisasi masyarakat, yang diterjemahkan menjadi community organisations (‘Rancangan Undang-
Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Masyarakat,” 2011). Selain itu, UU ini bermaksud untuk mencakup semua
organisasi non-pemerintah, non-komersil, serhingga makna ‘ormas’ dalam teks di atas dipandang lebih luas dari organisasi
berbasis massa.

? |ihat Diskusi Inisiasi Advokasil RUU Perkumpulan, 2011; dan ‘Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum,” 1870.

¥ Tornquist et al. 2003 dan Manning dan Van Dierman 2000, sebagaimana dikutip dalam Antlov, Brinkerhoff, dan Rapp, 2008;
Edelman, 2014; Ibrahim, 2006.

% Para penulis temuan survei ‘berasumsi’ bahwa peningkatan ini terjadi karena adanya transparansi dan pelaporan yang lebih
baik (Edelman, 2014: 39); kemitraan berprofil tinggi dengan perusahaan (yang menurut survei yang sama, telah terbiasa
mencapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakt Indonesia); dan bahwa ‘banyak warga Indonesia melihat LSM
sebagai bagian penting dalam mengembangkan masyarakat sipil.” Sebagian besar pemikir dan ahli sektor LSM Indonesia tidak
memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini.Tidak ada cukup bukti yang menghubungkan antara faktor-faktor tersebut
dengan perubahan dalam angka tersebut. Juga ada kesenjangan antara tingkat kepercayaan pada tahun 2014 dalam laporan
pada tahun 2014 dengan update tahun berikutnya, yang menyatakan bahwa kepercayaan berada di 64% untuk LSM pada
tahun 2014, ketimbang 73% (Edelman, 2015).
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Perspesi mengenai transparansi mempengaruhi tingkat kepercayaan LSM oleh pelaku lainnya dalam
konteks Indonesia.* Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk desain NSSC, ada beberapa
responden dari pemerintah dan pihak swasta yang menyatakan kecurigaan atau
ketidakpercayaannya, meskipun mengingat sejarah antara ketiga sektor ini, jumlahnya lebih kecil
daripada dugaan semula. Secara lebih luas, dan lebih penting, para responden menyatakan bahwa
tidak cukup banyak informasi mengenai kerja-kerja LSM. Ada pandangan di kalangan responden
pemerintah dan pihak swasta bahwa LSM tidak memiliki sistem manajemen kinerja dan keuangan
yang kuat, dan mereka juga menyatakan bahwa tidak ada sistem akreditasi atau sertifikasi yang dapat
memberikan informasi tentang kinerja dan dokumentasi kemajuan dan hasil-hasil program.

Jika melihat beberapa indikator yang beragam, akuntabilitas LSM kepada penerima manfaat dan
publik memang belum begitu baik menurut survei LSM yang dilakukan saat proses desain NSSC.
Hampir semua LSM lokal dan nasional melaporkan bahwa mereka memiliki suatu mekanisme atau
cara mengumpukan informasi tentang kemajuan dan hasil-hasil program, namun hanya sepertiga
LSM lokal dan kurang dari setengah LSM nasional menggunakan informasi tersebut untuk
mendukung kerja-kerja advokasi dan kurang dari dua pertiga menggunakan informasi tersebut untuk
meningkatkan organisasi dan mengembangkan perencanaan program tahunan. Staf LSM juga
menyatakan bahwa salah satu kelemahan organisasi mereka adalah tidak memiliki ukuran yang jelas
untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dan dampak kerja. LSM nasional lebih sering membagikan
laporan keuangan dan hasil program kepada publik daripada organisasi di tingkat daerah. Di antara
LSM yang melakukan audit, LSM nasional menyatakan bahwa audit lebih dilakukan untuk
kepentingan internal daripada untuk donor ketimbang sejumlah kecil LSM daerah yang melakukan
audit. LSM di tingkat daerah cenderung melakukan audit karena diharuskan oleh donor.*

Status berbadan hukum tidak dapat digunakan sebagai indikator akuntabilitas dalam konteks
Indonesia. Menurut Laporan NGO Sector Review, sistem pendaftaran diri jarang ditegakkan dan
berdampak kecil terhadap operasi organisasi (meskipun laporan belakangan tentang UU Ormas ada
yang digunakan untuk membatasi kemampuan LSM yang memberi tekanan terhadap pemerintah atau
melakukan kegiatan bersama pemerintah). Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2009 dan
survei lapangan yang dilakukan untuk Laporan NGO Sector Review 2012, meskipun sebagian besar
LSM ‘mendaftarkan diri dengan notaris umum, ada banyak lembaga yang tidak menyelesaikan proses
pendaftaran diri dengan badan-badan pemerintah terkait’.** Berdasarkan hasil data survei NSSC,
untuk LSM lokal, makin dekat lembaga itu dengan pusat perkotaan, makin besar kemungkinan LSM
itu berbadan hukum, dan LSM nasional dua kali lipat lebih besar kemungkinan berbadan hukum
dibandingkan dengan LSM kota/kabupten. Pengalaman lapangan oleh tim penelitian NSSC dan
perhitungan yang dilakukan saat melakukan Ulasan Sektor LSM menunjukkan bahwa daftar resmi
dari pemerintah, jika dapat diperoleh, cenderung tidak terlalu bermanfaat dalam mengidentifikasi LSM
yang beroperasi di tingkat kota atau kabupaten.35 Meksipun daftar tersebut menunjukkan ada banyak
LSM yang menjalankan program dan upaya advokasi yang aktif, sebagian besar lembaga yang telah
menyelesaikan proses pendaftaran diri di berbagai tempat dan masuk dalam daftar resmi nampaknya
merupakan lembaga plat merah, yang kemungkinan diciptakan oleh politisi atau untuk mengakses
kontrak proyek dari pemerintah.36

¥ Transparansi merupakan hal yang penting untuk tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia dalam suatu lembaga, menurut
suatu studi global mengenai kepercayaan (Edelman, 2014).

¥ Audit bukan merupakan cara yang ideal untuk mengukur transparansi atau akuntabilitas, karena biaya yang mahal dan juga
hasilnya cendurung tidak tepat untuk organisasi yang memiliki anggaran yang kecil. Namun, indikator yang tepat untuk
merepresentasikan definisi akuntabilitas sangat sulit didapatkan.

% Survei pada tahun 2009 yang dikutip dalam STATT, 2012 merujuk pada Aritonang, Yusran, Taufik, dan Promedia, 2009.

% Kalkulasi dari STATT, 2012 menunjukkan bahwa 20% dari daftar resmi dari daerah tertentu menunjukkan organisasi-
organisasi yang aktif (hal. 20).

% Fenomena mengenai organisasi ‘plat merah’ yang merujuk pada warna plat mobil milik pemerintah telah terdokumentasi
dengan baik (lihat contohnya Ibrahim, 2006, Ibrahim, et al., 2009, McCarthy dan Kirana, 2006).
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4.2 Profil terkini

Berdasarkan latar belakang di atas, tercatat sekitar 2.293 LSM yang aktif di Indonesia pada tahun
2012.%" Hampir di semua daerah di Indonesia terdapat LSM. Hasil penelitian lapangan menunjukkan
bahwa sumber daya dan kapasitas LSM sangat bervariasi, yang dapat dikategorikan berdasarkan
variabel berikut:

> LSM kota/kabupaten, provinsi dan nasional®®;
> LSM kecil, menengah atau besar; atau

> cabang LSM yang lebih besar atau koalisi jaringan LSM, atau organisasi mandiri.

Lokasi juga merupakan karakteristik kunci lainnya. Penelitian lapangan melihat LSM kota/kabupaten
yang terletak di dekat ibukota provinsi maupun yang jauh dari ibukota provinsi. Data menunjukkan
bahwa rangkaian karakeristik di atas mempengaruhi berbagai aspek lembaga, seperti sumber daya,
kemampuan dan kapasitas untuk merespons berbagai tantangan yang ada.

Terkait isu pemasukan keuangan, Laporan NGO Sector Review mencatat:

Meskipun hubungan antara jumlah penduduk daerah dengan jumlah LSM yang ada tidak
signifikan secara statistik, ada korelasi positif yang kuat antara PDB suatu daerah
dengan jumlah LSM (yaitu makin tinggi PDB, makin banyak jumlah LSM). Temuan ini dan
temuan serupa dari Banglades pada tahun 2005 menunjukkan bahwa LSM dipengaruhi
oleh peningkatan pendapatan.®

Diperkirakan bahwa sektor LSM di Indonesia secara keseluruhan memiliki pendapatan sebesar
AU$340 juta (Rp 3.4 triliun) pada tahun 2013.%° Seperti akan dijelaskan secara lebih mendetil dalam
laporan singkat yang ditulis oleh Davis, jumlah pemasukan tersebut hanya terkonsentrasi pada
sekelompok kecil lembaga. Kuartil LSM nasional terkaya menghasilkan Rp 15,5 milyar pada tahun
2013, sedangkan untuk kuartil LSM termiskin di daerah, termasuk di tingkat provinsi, hanya
menghasilkan kurang dari Rp 1,8 juta. Sumber dana utama bagi LSM nasional adalah dari donor atau
LSM internasional (73%). Selain itu, ada sekitar 7% LSM tambahan yang melaporkan bahwa sumber
pendanaan utama mereka adalah LSM nasional, yang secara praktis berarti bahwa pendanaan
hampir dipastikan berasal dari lembaga donor internasional, meskipun tidak secara langsung.
Persentase ini serupa dengan LSM provinsi, dimana LSM kota/kabupten bergantung pada dana
swadaya dengan 60% lembaga melaporkan bahwa swadaya merupakan sumber dana utamanya dan
beberapa dari 14% yang melaporkan ‘sumber lainnya’ melakukan penggalangan dana berbentuk

‘swadaya’.

Perbedaan antara LSM nasional, provinsi, dan kota/kabupaten juga terlihat dari staf dan sumber daya
manusia, yang dibahas secara mendetil dalam laporan yang ditulis oleh Alawiyah. Organisasi nasional
lebih mungkin memiliki staf (dibayar dan tidak dibayar) dan juga memiliki jenis staf yang lebih banyak.
Berbeda dengan organisasi di tingkat daerah, semua LSM nasional yang disurvei memiliki setidaknya
satu staf penuh waktu. LSM kota/kabupaten yang berlokasi jauh dari ibukota provinsi lebih besar
kemungkinan memiliki staf paruh waktu tidak dibayar dibandingkan dengan yang berlokasi di tempat
lain serta cenderung hanya memiliki satu atau sejumlah kecil anggota staf.

" Menurut NGO Sector Review, ‘Kalkulasi ini didasarkan pada 11.468 LSM yang terdaftar oleh pemerintah Indonesia pada
tahun 2010, dan merupakan estimasi yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk Review dimana 20% dari lembaga yang
ada di daftar pemerintah merupakan organisasi yang betul-betul aktif (STATT, 2012, hal. 24).

% | SM kota/kabupaten merupakan LSM yang berfokus dalam satu atau dua kota/kabupaten (jika kabupaten tersebut
mengalami pemekaran); LSM provinsi bekerja di dua atau lebih kota atau kabupaten dalam suatu provinsi; LSM nasional
bekerja di beberapa provinsi atau di tingkat nasional, kebanyakan bekerja untuk memberi dukungan pada sektor LSM secara
keseluruhan.

% STATT, 2012 hal. 25.

0 Berdasarkan pemasukan rata-rata yang dilaporkan untuk lokali penelitian di tujuh kota/kabupaten, dikali jumlah kota dan
kabupaten di seluruh Indonesia, ditambah rata-rata pemasukan yang dilaporkan oleh LSM nasional yang disurvei, dikali dengan
estimasi jumlah LSM nasional.

“ Termasuk sumber-sumber dari zakat, unit usaha dan iuran anggota.
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Laporan NGO Sector Review mencatat kecenderungan LSM Indonesia (seperti halnya LSM di
konteks negara berkembang lainnya) menjadi lembaga generalis, yakni ‘menggunakan pendekatan
sebagai pemberi layanan masyarakat atau mengorganisir masyarakat untuk pemberdayaan diri atau
kelompok ketimbang berfokus pada perubahan tingkat makro yang sistematis di bidang atau sektor
tertentu’.** Data dari tahun 2014 juga menambah nuansa dari karakteristik ini: Ada perbedaan
signifikan antara kerja-kerja LSM daerah dan nasional. LSM nasional cenderung melakukan riset atau
advokasi kebijakan, sedangkan LSM daerah cenderung bergerak di bidang pelayanan sosial. LSM
nasional juga cenderung memberikan pelatihan bagi LSM lainnya dibandingkan dengan LSM provinsi
atau kota/kabupaten. Ada banyak LSM nasional, provinsi dan kota/kabupaten yang berfokus pada
pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, serta pendidikan. Namun LSM kota/kabupaten
cenderung berfokus pada bidang pertanian, lingkungan pengembangan ekonomi dan kesehatan.*

Hingga batas tertentu, perbedaan-perbedaan ini tidak mengejutkan, dimana LSM yang lebih kecil dan
berfokus pada masyarakat cenderung menyalurkan layanan langsung. Perbedaan-perbedaan ini juga
timbul dalam suatu konteks dimana ‘bagian tengah (organisasi pendukung LSM) yang hilang’ dalam
sektor LSM Indonesia, dimana LSM nasional tidak memilki hubungan yang kuat dengan lembaga-
lembaga kecil yang bekerja lebih dekat dengan komunitas, dimana hal ini juga sebetulnya menjadi
perhatian dari LSM nasional yang bertujuan melayani komunitas.** Hal ini merupakan fenomena yang
terus muncul dalam konteks LSM Indonesia, dan bahkan dengan terbukanya ruang untuk berkumpul
sejak jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998, belum mengalami banyak perubahan.
Laporan singkat yang ditulis oleh Lassa dan Liu tentang jaringan dan laporan yang ditulis oleh Davis
mengenai diversifikasi pendanaan akan membahas sedikit mengenai fenomena ‘bagian tengah yang
hilang’ tersebut. Sektor LSM Indonesia juga memliki infrastruktur pendukung menengah yang relatif
lemah; dengan kata lain tidak ada dukungan yang cukup dari lembaga-lembaga yang dapat
memberikan pembangunan kapasitas dan dukungan strategis bagi LSM-LSM kecil dan lokal.** Hal ini
juga merupakan cerminan tren global. Kelebihan dari adanya suatu infrastruktur lembaga pendukung
dalam sektor LSM berkaitan erat dengan evolusi masyarakat sipil terkait. Sektor LSM yang masih
dalam proses menjadi ‘dewasa’ cenderung memiliki lembaga pendukung LSM yang sedikit. Selain itu,
negara-negara yang memiliki latar belakang demokrasi yang kuat, seperti Filipina, Brasil dan Peru
memiliki lembaga-lembaga pendukung LSM yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara
yang tidak memiliki latar belakang demokrasi yang kuat.*®

Meskipun ada banyak LSM nasional yang disurvei yang melaporkan bahwa mereka membantu
memberikan pelayanan bagi LSM daerah, kurang dari dua pertiga lembaga berinteraksi dengan
koalisi LSM dan LSM nasional. Akses kepada ibukota provinsi sangat penting dalam hal ini; LSM yang
berlokasi jauh dari ibukota provinsi kemungkinan kecil berinteraksi dengan LSM nasional
dibandingkan dengan yang berada di dekat ibukota (kurang dari setengah LSM yang jauh dari ibukota
pernah berinteraksi dengan LSM nasional, dibandingkan dengan hampir dua pertiga LSM yang
berlokasi di dekat ibukota). Sekitar 60% LSM kota/kabupaten pernah berinteraksi dengan
koalisi/jaringan atau LSM nasional, namun hanya rata-rata sekali dalam satu tahun (berbeda dengan
LSM nasional, 90% terlibat dalam suatu koalisi atau jaringan dan saling berinteraksi rata-rata dua
sampai tiga kali dalam satu tahun).Terlebih lagi, mayoritas LSM nasional mengidentifikasi lembaga
mitranya lewat lembaga dan hubungan pribadi atau secara lisan. Pentingnya organisasi berbasis
keanggotaan dengan cabang lokal dalam konteks Indonesia tidak mampu mencegah isolasi ini; makin
jauh suatu kabupaten dari pusat kota, makin kecil kemungkinan lembaga itu merupakan cabang dari
lembaga yang lebih besar (beserta akses yang didapatkan). Bagaimanapun, lembaga cabang

*2 STATT, 2012, hal. 25.

43 Meskipun kesehatan tidak terlalu tercermin dari data survei NSSC mengenai LSM daerah, hasil ini dipengaruhi oleh lokasi
survei. Merujuk pada hasil STATT (2012) dari penelitian lapangan sebelumnya di NTT dan di daerah lain dimana kesehatan
cenderung mendapatkan perhatian lebih besar.

“ Lihat Clark, nd; McCarthy dan Kirana, 2006:13, dikutip dalam STATT, 2012. Fenomena ini juga dapat ditemukan di tempat
lainnya sebagaimana dikutip dalam PRIA, 2012.

5 Organisasi-organisasi pendukung menengah ini juga seringkali disebut ‘Organisasi Sumber Daya Masyarakat Sipi’ (Civil
Society Resource Organisations): “Dimiliki, dikelola, dan dioperasikan secara lokal; bersifat swasta dan non-pemerintah;
mendiri dan non-profit, memiliki misi yang berkontribusi terhadap partisipasi dalam masyarakat sipil untuk mengatasi isu-isu
pembangunan; serta memobilisasi sumber daya dari dalam atau luar negri dan meneruskannya kepada kelompok-kelompok
masyarakat sipil lainnya lewat hibah atau mekanisme pendanaan lainnya (Winder, 1998; The Synergos Institute, 2002). Untuk
informasi lebih lanjut mengenai Organisasi Pendukung Menengabh, lihat Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman (2011).

6 Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman, 2011.
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mungkin mendapatkan dukungan, namun tidak menjamin adanya interaksi dan komunikasi dengan
jaringan yang lebih luas secara regular.

Interaksi LSM dengan pemangku utama lainnya juga cenderung tidak sering dan bersifat informal.
Secara praktis, interaksi dengan badan pemerintah seringkali berbentuk jangka pendek dan informal.
LSM di tingkat kota/kabupaten cenderung hanya berinteraksi sesekali dengan badan pemerintah
(Interaksi dengan anggota dewan sedikit lebih sering.) Interaksi dengan pihak swasta jauh lebih
rendah daripada dengan pemerintah. Selain itu, interaksi yang ada pun lebih didorong oleh hubungan
pribadi ketimbang kelembagaan; jaringan pribadi dan kedekatan dengan para aktor berpengaruh
dapat membantu mengembangkan hubungan jangka panjang yang lebih kuat bagi sejumlah LSM.
Lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan dan koneksi seperti ini seringkali tidak memiliki akses
yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama. Isu mengenai peran pihak swasta dalam mendukung
LSM juga merupakan persoalan di tingkat internasional.*” Upaya untuk membuka jaringan dan
koneksi khusus dengan lembaga corporate social responsibility milik pihak swasta dan individu-
individu kaya (philanthropists) merupakan tantangan bagi banyak LSM dikarenakan oleh perbedaan
pandangan mengenai nilai-nilai antar lembaga serta kekhawatiran LSM bahwa kredibilitas lembaga
dapat terancam bila menerima dana dari praktik-praktik bisnis yang korup dan ilegal.48 Namun di saat
yang sama, baik secara global maupun di Indonesia, bekerja sama dengan pihak swasta dirasa makin
diperlukan guna mengatasi permasalahan sosial.*®

) Temuan dan kesimpulan

Hasil temuan penelitian yang dilakukan untuk proses desain NSSC yang dijabarkan dalam seri ini
menggarisbawahi keterkaitan isu-isu seputar pendanaan LSM, jaringan, manajemen dan
kepemimpinan dan keberlanjutan sektor LSM Indonesia secara keseluruhan. Ringkasan hasil temuan
dari penelitian lapangan yang lengkap dapat dibaca di Lampiran 2.

Tema utama penelitian dan konsultasi dengan para pemangku utama yang dilakukan saat proses
desain menekankan pentingnya menciptakan suatu sektor LSM yang kuat dan berkelanjutan yang:

> memiliki hubungan kerja sama yang setara dan konstruktif dengan pihak pemerintah dan pihak
swasta;

> memiliki tata kelola yang baik, kemandirian dan akuntabilitas; serta
> memiliki sumber pendanaan yang cukup dan beragam.

Sebagaimana dibahas dalam ketiga laporan singkat lainnya dalam seri riset ini, LSM di Indonesia
tengah menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mengancam keberlanjutan sektor LSM.
Tantangan-tantangan ini muncul karena kebergantungan sektor LSM di Indonesia (maupun di negara
lain) pada lembaga donor internasional untuk dukungan dana, serta kurangnya kapasitas dalam
sumber daya manusia, kepemimpinan dan berjejaring. Ketiga laporan singkat berikutnya dalam seri ini
menekankan keterkaitan isu-isu yang muncul dari temuan penelitian, yaitu:

> diversifikasi pendanaan;
> manajemen sumber daya manusia dan kepemimipinan; dan

> jaringan dan hubungan antar LSM dan antara LSM dengan para pemangku kepentingan lainnya
seperti pemerintah dan pihak swasta.

Isu-isu ini relevan untuk memastikan keberlanjutan lembaga individu maupun sektor LSM secara
keseluruhan. Kestabilan keuangan dapat memastikan bahwa LSM dapat mempertahankan
kemandiriannya, meningkatkan cara kerjanya, mengembangkan generasi pemimpin LSM baru, dan
menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah, pihak swasta dan LSM lainnya. Dengan

47 CIVICUS, 2015; World Economic Forum, 2013.
“8 CIVICUS, 2015.
49 CIVICUS, 2015, hal. 11.
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meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang kuat, LSM dapat menjadi
lebih akuntabel dan efektif dalam kerja-kerjanya, yang selanjutnya dapat meningkatan posisinya
dalam mencari berbagai peluang pendanaan dan berjejaring dengan LSM lainnya dan pemangku
kepentingan lainnya. Jaringan dan koalisi yang kuat juga dapat memberikan dukungan pembangunan
kapasitas bagi LSM untuk meningkatkan kemampuan teknisnya dan mengenalkan pada sumber daya
dan sumber dana yang beragam. Siklus ini dapat berlanjut dengan sendirinya dan mengarah pada
keberlanjutan.

Rekomendasi-rekomendasi yang dijabarkan dalam ketiga laporan singkat lainnya menggarisbawahi
beberapa strategi khusus dan tindak lanjut bagi LSM Indonesia, pemerintah nasional dan daerah serta
para pemegang kepentingan lainnya yang berkepentingan untuk mendukung sektor LSM Indonesia
yang kuat agar dapat meneruskan kerja-kerja yang penting dalam pembangunan, mendukung
demokrasi, dan mengatasi isu-isu keadilan sosial yang penting.
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Lampiran 1: Metodologi

Antara pertengahan tahun 2014 dan awal tahun 2015, suatu tim yang ditugaskan untuk merancang
fasilitas dukungan sektor LSM atas nama DFAT Australian Aid memulai sejumlah kegiatan penelitian
yang intensif. Penelitian tersebut memastikan bahwa proses desain didukung dan divalidasi oleh bukti
mengenai kebutuhan dan tujuan-tujuan sektor LSM di Indonesia. Hasil temuan utama dari program
penelitian tersebut juga telah digunakan secara luas untuk menghasilkan beberapa laporan singkat
dalam seri ini. Penelitian metode campuran termasuk melakukan penelitian lapangan awal yang terdiri
dari survei LSM serta penelitian kualitatif yang menyasar berbagai pihak dari berbagai latar belakang,
suatu analisis jaringan berdasarkan data lapangan, ulasan program-program DFAT di Indonesia, serta
penelitian literatur. Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga didukung
oleh DFAT yang dilakukan pada tahun 2012, yakni Laporan NGO Sector Review.*

Tujuan utama dari NGO Sector Review adalah untuk mempelajari LSM, sektor LSM dan hubungan-
hubungannya dengan sektor lain guna mengidentifikasi daerah-daerah dimana DFAT dapat
melakukan investasi program secara strategis yang berkontribusi untuk memenuhi tujuan-tujuan
pengurangan kemiskinan pemerintah Australia di Indonesia. Ulasan ini terdiri dari suatu tinjauan
literatur terstruktur, penelaahan media, penelitian lapangan terbatas di dua kabupaten di Indonesia,
konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan di seputar sektor LSM serta analisis
dan pemetaan data kuantitatif. Laporan ini juga mencakup analisis awal data keuangan Australian Aid.
Hasil temuan ulasan tersebut membantu DFAT untuk mengidentifikasi rangkaian pertanyaan untuk
penelitian lebih lanjut serta metodologi yang secara langsung memberi masukan untuk penelitian
tahun 2014-2015 bagi desain NSSC yang diuraikan dalam lampiran metodologi ini. Pertanyaan-
pertanyaan penelitian dan tema-tema yang muncul pada tahun 2012 terdapat dalam laporan final.>*
Metodologi ini dikumpulkan secara terpisah, dibangun dari laporan awal (inception report) untuk
proyek desain NSSC dan pada akhirnya dicerminkan dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan
dijelaskan di bawah ini.

Pertanyaan Penelitian dan Tema

Mempertimbangkan bahwa sasaran DFAT dalam penelitian NSSC adalah untuk menghasilkan
rancangan suatu fasilitas, serangkaian pertanyaan desain digunakan untuk menentukan tema-tema
dan pertanyaan untuk diteliti dalam kegiatan penelitian. Menyusul pengembangan konsep dan model
logika awal untuk fasilitas pada bulan Juni 2014, tim lalu mengembangkan pertanyaan-pertayaan
desain dan penelitian yang mencerminkan kesenjangan dalam pengetahuan sebagaimana
diidentifikasi dalam NGO Sector Review maupun prioritas-prioritas yang muncul sejak laporan
tersebut dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup:

> fokus fasilitas: lokasi, sektor, jenis organisasi;

> kegiatan-kegiatan dan praktik-praktik baik untuk diadopsi;

> kemitraan dan tata kelola termasuk mencari tuan rumah lembaga dalam pemerintah Indonesia;
> garis waktu dan keberlanjutan / strategi pengakhiran untuk NSSC;

> ketersediaan faktor-faktor pendukung untuk memastikan keberhasilan kegiatan-kegiatan kunci;
> pendekatan monitoring dan evaluasi yang tepat;

> pendekatan yang paling tepat untuk pengarusutamaan dan inklusi gender; dan

> hubungan dengan program-program DFAT dan lembaga-lembaga donor atau pemerintah
Indonesia.

% | ihat STATT, 2012.
*! |bid.
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Kegiatan-kegiatan penelitian difokuskan pada kedua pertanyaan pertama, yaitu fokus fasilitas,
prioritas kegiatan dan praktik-praktik baik yang perlu diadopsi oleh fasilitas, yang dilakukan lewat
penelaaahan atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

> Dalam bidang apa saja dan bagaimana LSM secara individu dapat menjadi lebih kuat?

> Dalam bidang apa saja dan bagaimana hubungan-hubngan dalam sektor, termasuk peran
lembaga pendukung, dapat menjadi lebih kuat?

> Dalam bidang apa saja dan bagaimana lingkungan tempat LSM beroperasi dapat berubah agar
dapat mendukung operasi dan program-program LSM?

> Bagaimana bantuan dari Australia dapat mendukung upaya-upaya sektor LSM secara strategis
untuk mencapai sektor yang mapan dalam jangka panjang?

Masing-masing kegiatan penelitian memiliki rangkaian pertanyaan dan metodologinya sendiri yang
akan diuraikan dalam Lampiran ini.

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan terdiri dari survei mendalam terstruktur pada 105 LSM daerah di tujuh
kota/kabupaten di empat provinsi, serta 52 LSM nasional/ pendukung. Wawancara semi-terstruktur
dan diskusi kelompok terarah (FGD) diselenggarakan di tujuh kota/kabupten dengan 214 orang yang
berbeda dari pemerintah kota/kabupaten, pihak swasta dan LSM. Ada 361 orang yang berbeda
secara keseluruhan yang terlibat dalam survei, wawancarai, atau berpartisipasi dalam FDG untuk
penelitian ini.

Pertanyaan-pertanyaan kunci

Berdasarkan hasil Laporan NGO Sector Review 2012 dan pengetahuan anggota penelitian mengenai
perkembangan sektor LSM terkini, penelitian lapangan mencakup beberapa tema, seperti:

> peranan dan fungsi LSM,;
> jaringan dan hubungan antar LSM;
> hubungan LSM dengan pemerintah dan pihak swasta;

> lingkungan pendukung, seperti kebijakan, pelayanan, kesetaraan gender dan inklusivitas yang
mempengaruhi kemampuan LSM untuk memenuhi peranannya;

> tingkat dan sumber pendanaan LSM;
> akuntabilitas, struktur tata kelola dan rangkaian proses LSM; dan

> sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif dan manajemen kelembagaan.

Penyeleksian Lokasi

Unit utama dalam penelitian lapangan adalah kota atau kabupaten dimana LSM beroperasi. Kerangka
kerja ini membantu untuk mencari tahu seberapa efektif LSM dalam mencapai tujuan-tujuannya dalam
konteks lokal, serta untuk meneliti pendanaannya serta hubungan lokal dengan pihak swasta /
pemerintah maupun dengan lembaga di tingkat nasional dan donor. Kota dan kabupaten penelitian
lapangan dipilih berdasrakan kriteria di bawah ini, yang dikembangkan untuk menyeimbangkan
berbagai konteks yang berbeda dari sisi keterwakilan wilayah, bidang/isu, lokasi yang mengalami syok
seperti bencana alam, dan antara lokasi yang mendapatkan pendanaan DFAT dan yang tidak:

> Masing-masing satu provinsi di pulau Jawa, Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Barat,
terkecuali daerah-daerah yang telah dikunjungi pada saat NGO Sector Review (yaitu Kalimantan
Barat dan wilayah Timor Barat di NTT).
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> Di tiap provinsi, dua kota atau kabupaten dipilih, satu terletak di ibukota provinsi dan satunya
terletak jauh dari ibukota. Persebaran geografis ini membantu menangkap lingkungan kerja LSM
serta akses terhadap infrastruktur yang berbeda.

> Di keenam lokasi ini, dipilih campuran beberapa daerah di mana ada LSM yang bergerak di isu-
isu ‘panas’ terkait pelayanan dan advokasi (seperti penebangan hutan dan hak tanah) yang
relevan dengan konteks lokal, serta tempat-tempat dengan fokus pada isu umum (seperti
kesehatan), maupun campuran daerah yang homogen dan beragam (baik secara etnis maupun
agama).

> Lokasi ke-tujuh dipilih dari provinsi yang berbeda sebagai daerah ‘paska-syok’; contohnya Aceh,
Padang, Mentawai, dan Ambon.

> Di antara ketujuh lokasi, para peneliti berupaya untuk mencapai keseimbangan antara lokasi-
lokasi target pendanaan DFAT dan lokasi-lokasi target non-DFAT.

Menggunakan kriteria di atas juga membantu merekam keberagaman dalam hal persentase
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta PDB daerah, dan dilakukan penyesuaian
terhadap lokasi-lokasi tersebut untuk menangkap keberagaman tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, dipilih sejumlah kota/kabupaten dalam empat provinsi sebagai berikut:
> Sulawesi Tengah: Kabupten Sigi dan Toli Toli.
> Jawa Timur: Kabupaten Kediri dan Situbondo.
> Jambi: Kabupaten Muoro Jambi dan Merangin.

> Sumatera Barat: Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam praktiknya, ada LSM di beberapa lokasi yang bekerja di beberapa kabupaten yang berbeda
(contohnya, LSM di Padang Pariaman cenderung berkantor di Kota Pariaman karena terjadi
pemekaran kabupaten dalam lima tahun terakhir). Realitas di lapangan seperti ini turut
dipertimbangkan saat mengidentifikasi responden di suatu lokasi.

Responden dan Pengumpulan Data — Survei LSM

Untuk LSM kota/kabupaten, anggota tim penelitian dan desain NSSC membuat daftar 15 LSM
sasaran pada saat melakukan pra-survei di masing-masing lokasi. Daftar tersebut dikembangkan
menggunakan metode pengambilan sampel ‘snowball’ dimana lembaga mitra tim NSSC di lapangan
beserta beberapa narasumber kunci (yang diidentifikasi lewat jaringan tim dan daftar dari data NGO
Sector Review) memberikan referensi LSM-LSM yang berpotensi aktif di kota atau kabupaten beserta
profil dan kontak informasi lembaga tersebut. Ketika memungkinkan, individu dari organisasi
tambahan juga memberikan referensi lainnya. Daftar LSM tersebut kemudian ketika memungkinkan di
cross check dengan daftar LSM yang terdaftar di pemerintah daerah. Selanjutnya, daftar LSM
tersebut sebisa mungkin ditriangulasi dengan individu-individu yang tidak secara langsung terlibat
menjadi mitra kerja tim NSSC di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, anggota tim yang melakukan pra-survei memberikan daftar
LSM sasaran kepada tim survei, merangking berdasarkan tingkat kepentingan dalam konteks lokal
berdasarkan kesan yang didapatkan dalam pra-survei. Di beberapa lokasi, 15 lembaga LSM terpilih
tersebut mewakili sampel LSM lokal, sehingga diusahakan dapat memastikan bahwa responden
survei tersebut dapat mewakili sektor lokal secara keseluruhan. Ada beberapa lokasi lainnya yang
tidak memiliki jumlah LSM yang begitu banyak, sehingga daftar 15 lembaga dapat mewakili hampir
semua LSM lokal aktif.

Sampel dari LSM nasional dipilih dari daftar yang dibuat pada tahun 2012, yang diperbarui
berdasarkan pengetahuan tim penelitian, diprioritaskan berdasarkan tingkat keaktifan lembaga dan
apakah lembaga tersebut berperan penting dalam memberi dukungan pada LSM lainnya, atau
memainkan peran tunggal di tingkat nasional. Responden individu yang mewakili tiap LSM dipilih
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berdasarkan posisinya dalam kepemimpinan atau struktur manajemen lembaga serta
pengetahuannya mengenai isu-isu manajemen lembaga dan program.

Survey awal (pra-tes) untuk mengetes validitas dan konsistensi pertanyaan penelitian dalam
kuesioner dilakukan pada 2-5 Juli 2014 untuk LSM lokal, dan pada tanggal 28-29 August 2014 untuk
LSM nasional. Berdasarkan hasil isurvey awal tersebut, dilakukan beberapa revisi dan perubahan
pada konten kuesioner survei final. Sejumlahl16 pensurvei yang bergelar sarjana serta memiliki
pengalaman melakukan survei direkrut dan dilatih di Blitar pada tanggal 10-14 Juli 2014.
Pengumpulan data dilakukan antara tanggal 15 Agustus — 18 September 2014. Pada akhirnya, ada
105 LSM lokal di tujuh kota/kabupaten yang disurvei lewat wawancara langsung (dengan tingkat
respon 100%). Ada 42 LSM nasional yang disurvei (dengan tingkat respon 77% dari 54 LSM yang
diidentifikasi untuk wawancara). Di antara LSM nasional, ada 30 yang berlokasi di Jakarta dan
Yogyakarta yang disurvei lewat wawancara langsung, sedangkan ada 12 LSM dari Aceh, Jambi,
Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua yang diwawancara lewat telpon. Menggunakan
metode pengumpulan data berbasis komputer, entri data yang mencakup verifikasi data dan editing
dilakukan di lokasi wawancara dengan pengawasan seorang koordinator lapangan untuk menjaga
kualitas yang tinggi dan memastikan bahwa data survei yang valid direkam dengan baik.

Pengumpulan data — Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Pengumpulan data kualitatif terdiri dari wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para
peserta dari LSM lokal, badan pemerintah, dan pihak swasta antara tanggal 1-27 September 2014.
Enam peneliti lapangan kualitatif dengan tingkat pendidikan minimal sarjana dan berpengalaman
dalam penelitian lapangan dikontrak khusus untuk mengumpulkan data kualitatif di bawah
pengawasan anggota inti tim penelitian.

Serangkaian kriteria dikembangkan untuk memilih informan dari LSM lokal yang diundang untuk
berpartisipasi dalam penelitian. Kriteria tersebut berfokus pada keberagaman dalam hal ukuran (besar
kecil) Iembaga52 dan bidang isu yang menjadi fokus LSM. Para peserta yang terlibat berasal dari
organisasi kecil, menengah, dan besar, dan dari berbagai LSM dalam bidang yang beragam,
termasuk lingkungan hidup, pemberdayaan, HAM, kesehatan, dan kelompok minoritas, seperti
masyarakat adat. Sama halnya dengan survei, perwakilan dari tiap LSM dipilih berdasarkan posisinya
dalam kepemimpinan atau struktur manajemen lembaga serta pengetahuannya mengenai isu-isu
manajemen lembaga dan program. Beberapa pejabat pemerintah dan pengelola program
pembangunan masyarakat sektor swasta atau pengelola corporate social responsibility (CSR)
perusahaan diidentifikasi berdasarkan ada atau tidaknya hubungan dengan LSM. Daftar awal individu
dari pemerintah dan pihak swasta diidentifikasi pada saat pra-interview; namun para pewawancara
juga menggunakan metode pengambilan sampel sistem snowball sebagaimana dijelaskan di atas
untuk mengidentifikasi lebih banyak peserta dari kedua kelompok tersebut.

Analisis data

Dalam melakukan survei, para peneliti dari SurveyMETER menganalisa data menggunakan perangkat
lunak statistik STATA. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memberikan informasi dasar profil
LSM serta untuk menganalisis perbedaan antara

> LSM nasional, provinsi dan kota/kabupaten;
> LSM dengan ukuran anggaran yang beragam; dan

> cabang LSM yang lebih besar atau koalisi jaringan LSM atau organisasi mandiri.

Untuk data kualitatif, suatu lokakarya analisis data diselenggarakan pada bulan Oktober 2014.
Sasaran utama dalam lokakarya ini adalah untuk membandingkan dan membedakan hasil temuan
dari provinsi yang berbeda serta dari kota/kabupaten yang berbeda berdasarkan karakterisik yang

%2 Kategori lembaga berdasarkan kecil, menengah, dan besar didasarkan pada jumlah staf dan kriteria lain termasuk jumlah
program yang sedang berjalan, ukuran dana, dan apakah organisasi memilki kantor..
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berbeda, seperti jauh atau dekat dengan ibukota provinsi. Analisa data mencakup mengidentifikasi
tren-tren umum dan tema-tema baru; mencari hubungan antar tema; merangkum hasil temuan dan
implikasi; serta memahami konteks berdasarkan hasil temuan. Terakhir, dalam rangka
menghubungkan antara hasil temuan survei dengan penelitian kualitatif, dilakukan sejumlah lokakarya
internal pada bulan Oktober dan November 2014. Lampiran 2 merupakan rangkuman dan temuan
kunci penelitian dari hasil dari lokakarya tersebut serta informasi mengenai konteks yang berasal dari
ulasan program DFAT yang dijelaskan di bawah.

Ulasan Data Program DFAT

Kegiatan ini terdiri dari analisis terstruktur tentang hasil-hasil, pengeluaran keuangan dan
pembelajaran dari 155 program yang didanai oleh DFAT yang bekerja sama dengan LSM Indonesia
antara tahun 2007—2014.% Untuk semua proyek, dikumpulkan informasi standar (jika ada dan
mungkin) mengenai isu-isu dan program-program yang didukung, daerah geografis, dan informasi
mengenai LSM yang menerima dukungan serta jenis dukungan yang diberikan. Kegiatan ini juga
meliputi survei online terbatas, wawancara individu dan FGD yang menyasar LSM yang pernah
bermitra dengan DFAT. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi penting mengenai
bagaimana Australian Aid dapat memberi dukungan paling strategis terhadap upaya-upaya sektor
LSM Indonesia untuk mencapai sektor yang mapan dalam jangka panjang. Dengan
mendokumentasikan hubungan kerja sama DFAT dengan LSM di Indonesia, diharapkan dapat
memberikan informasi untuk menjawab empat pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Berapa banyak pendanaan yang telah diberikan oleh DFAT kepada LSM Indonesia?
2. Apa saja jalur pemberian dana utama kepada LSM Indonesia?

3. Bagaimana hubungan kerja sama dengan LSM Indonesia berkontribusi untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan DFAT?

4, Bagaimana DFAT berupaya untuk menguatkan LSM Indonesia, dan apakah telah berhasil?

Hasil temuan kegiatan ini digunakan secara langsung untuk memberi masukan pada perkembangan
desain NSSC, pengembangan seri riset ini, serta memberikan tinjuan program DFAT dengan
beberapa rekomendasi mengenai cara bekerja sama dengan LSM secara efektif. Semua temuan
diserahkan pada DFAT pada bulan Agustus 2015.

Analisis jaringan

Dua orang spesialis dalam bidang Analisis Jaringan Sosial (Social Networks Analysis /SNA), Lassa
dan Liu yang juga tim penulis laporan mengenai jaringan dalam seri riset ini, menganalisis data dari
penelitian lapangan dan data ulasan DFAT menggunakan pendekatan SNA.

Penelitian SNA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang:

> sifat jaringan LSM di Indonesia dan menarik kesimpulan mengenai bagaimana sifat-sifat jaringan
berkaitan dengan keberlanjutan dan lingkungan pendukung bagi LSM;

> apa saja yang dapat dilakukan oleh berbagai pelaku untuk mendorong pengembangan sifat-sifat
tersebut dalam lingkungan LSM Indonesia;

> hubungan (koneksi) antara dan di kalangan LSM Indonesia;
> hubungan (koneksi) antara LSM, pelaku pemerintah, dan pelaku pihak swasta; dan

> hubungan antara LSM dan lembaga donor, khususnya DFAT.

*% Tim juga melaukan ulasan literatur terstruktur daru laporan publik mengenai program dari tujuh lembaga donor lainnya di
Indonesia yang memiliki banyak hubungan kerja sama dengan LSM, dengan berfokus pada program-program yang
diimplementasikan antara tahun 1999-2015 serta laporan publik mengenai 25 program terkait di negara-negara lainnya dengan
konteks ekonomi atau politik serupa, dengan berfokus pada program-program yang diimplementasikan antara tahun 2007-
2015.
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Pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan dan koneksi merujuk pada konsep-konsep SNA yaitu
sentralitas, densitas, struktur, dan kestabilan hubungan; kegunaan dan dampaknya; serta pengaruh
arus informasi/ pelayanan / pertukaran materi. Rincian mengenai pendekatan metodologi SNA
dijabarkan dalam laporan Lassa dan Liu.

Ulasan Literatur

Tim desain juga melakukan ulasan literatur terstruktur dari literatur dan laporan-laporan mengenai
topik-topik terkait, termasuk peran LSM internasional, konsep keberlanjutan serta kekuatan dan
kekurangan lembaga-lembaga pendukung dan sumber daya di Indonesia. Tujuan dari ulasan literatur
perbandingan internasional adalah untuk menelaah tren-tren internasional dan pemikiran terkini
mengenai masyarakat sipil dan LSM. Seorang peneliti literatur menulis laporan singkat mengenai tiap
topik yang digunakan untuk memberi masukan dalam proses desain NSSC dan Seri Riset NSSC.
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Lampiran 2: Ringkasan Hasil Temuan Penelitian

Slide 1
Mational MGO Study and Service Centre
(NS5C) Research and Design
Kesimpulan Hasil Temuan
Penelitian
(‘_lh') E{_ﬂm Tl Aurkalanak prdectis Arded by b Susvallan Deparnend of Fordgn S o Trade @l mareged by Candro, |
Slide 2

Mational NGO Study and Service Centre

(MSSC) Research and Design

Latar Belakang

Slide-slide berikut dalam merupalkan konsolidasi temuan
dar penelitian metode campuran yang dilakulan oleh Tim
Desain NS5C pada 2014-201% . Lihat Lampiran 1 dari
tulisan pendahuluan Sen Riset untuk penjelasan
metodologi yvang lebih rinci. Slide ini juga merupakan hasil
dar serangkaian lokakarya yang diadalkan pada Oktober-
Movember 2014 yang melibatkan anggota tim riset dan
desain, dan ditulis oleh beberapa peneliti dan kontributor
proyek.

‘-—I Y Cardmo T Ackalanzd pdecls Arded by Te Auskalian Deparimend of Fordgn S1ers o Trade el maneged by Canno.
[rienr S
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Slide 3

Latar Belakang (Lanjutan)

Tujuan dari lokakarya hasil temuan penelitian adalah untul

— Mendiskusikan temuan riset dar data penelitian
lapangan (kuantitatif dan kualitatif), dan data tinjauan
program DFEAT;,

— Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan diantara
temuan-temuan lintas komponen riset dan lintas
topikfisu untulk pembuatan desain NS5C,

— Mengkonsolidasi dan mengidentifilkasi celah dalam
temuan riset dan mendapatkan umpan balik dari tim
dan penasehat untulk perbaikan akhir dar temuan-
temuanyang dihasilkan

‘-—I Y Cardmo T Ackalanzd pdecls Arded by Te Auskalian Deparimend of Fordgn S1ers o Trade el maneged by Canno.
[rienr S

Slide 4

Proses/Metode — Lokakarya analisa

Prazentaszi
Sumber daya manusia, hubungan dan intera k=i antar peranghu kepentingan (pemerntah dan
pihak swasta; antar L5W), pendanaan dan abuntabilias, aspiasi

Perbedaan antara wilayah peneliian yang dekat dan jauh dan ibukota propinsi dan yang berada

diibukota propinsi (dimana ukuran sampel cukup besar)
— Perbedaan antara respons lokal dan nasienal

Cishusi
Apa keramaan dan peibe daan antara tmaan-em 1an kraliatitdan kean tates

- Spasda baHalyangmerark day vnk?
- Ev-Evapavyangkv@aeg g dan pe i die IR b et

- Lal-Elh
Kesimpulan -+ hasl temuan dan ‘aspirasi’ untuk lIangkah-langkah M55C berlkutnywa

Catatar: Mokon difrgad—ind mespala n perelitian of §mpta t babupatendiola. Dala dad meved nasional
belun ditelaal secarm hesslwelkan, htembs of Heglat nasiomal & asih bersiat bvmng ersirolor dar

miemgardatian penge sidanga n el s

“_l Y Carclg s Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade v mareged by ©adno.
[rienr S
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Slide 5
vice Centre
PROFIL & PERSEPSI LSM-LSM
Lﬁw This Ankalanad wdeclls Arded by Fe Aurkallan Deparimend of Fordgn Atdrs ol Trade ol maneged by Candre,. =
Slide 6

vice Centre

Temuan-temuan kunci: Fokus sektoral utama LSM

= Berdasarkan jawaban survei, ada banyak perbedaan penting antara
LSk lakal dan nasional

» Lokal sektor-sektor utama — Pemberdayaan Masyarakat, Hukum
dan HAM, Lingkungan dan Pertanian, dan Tata Kelola / Tata
Pemerintahan; ada beberapa untuk Pengembangan Ekanomi dan
Fendidikan

= Mamun, fokus sektoral dari sampel lokal mencerminkan sifat daerah
pelaksanaan survel. Mohon lihat hasil penelitian NS3C 2012 di MNTT
dan ternpat lainnya dimana isu kesehatan adalah fokus utama.

= Plasional: Pendidikan, Tata Pemerintahan, Pemberday aan

Masyarakat, beberapa untuk Kesehatan, dan Hukum dan HAM,;
ukuran sampel kecil.

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
[rienr S
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Slide 7
Australian
Aid
Sektor-sektor utama untuk LSM Lokal dan
Nasional (dianalisis per sektor, % LSM)
BT W L5M Lakal N 105
— 07 B-tSht-hrrrmr- =3
Lkl
[~ T I f - .'bi?s T ‘f“ 1
# &7
P’_ﬂ-\.
Sektor paling penting yang dikerj ::l.an oleh LSM (PFOL/PFOLh)
L_IH-‘, Eﬁﬂ:ﬂ‘lﬂ' Thls Anralanakd prdectls Lrded by B Ausialian Depar e rd of Fordgn A1Ers sl Thade awl maneged by Candro T
Slide 8

ervice Centre Australian
' Aid

Berdasarkan lima sektor utama....

Catatan: jum labh zampel mencukupi untuk dapst mengom entari mengenai zekior
Femberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, Lingkungan dan Petanian untuk LS5k
lokd.

= Untuk ketiga sektortersebut, penyebaran LSM di tingkat daerah
Ipropinsi, dekat ibukota propinsi, dan jauh dari bukota propins) cukup
merata berdasarkan fokus sektor, namun;

- L3M vang kantormyea berada di dekat atao di ibukota propinsi, secara
signifikan lehib besar kemungkinan untuk berfokus pada Hukum dan HAM
serta isu Lingkungan dibandingkan LEM yang terletak di kabupaten yang
jauh

- L3M vang letakmya jauh dibandinokan yvano berada di dekat dapitidak di
ibukota propinsi, secara sionifikan lebih hesar kemunakinan untuk
herfokus pada isu Pemberdayaan Masyvarakat, sama haltwa dengan LS
vand herada di ibukota propins

Y Cardno

Frasiom Sy
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Slide 9

Slide 10

Australian
Aid

Sektor LSM terbesar Berdasarkan Wilayah
(Dianalisa per sektor, %LSM)

1000

S00 =

i

g
a
=
]
=
]
-
E
B

Pend dilan

e = Fre ST

Lingkungandan Hukum danHam P mibe rd@yaa n Tatn Kz lo b/ Tate Sekoriin
Fertmnan Iz ymm kat P mee rimta b n

Sektor paling penting yang dikerjzkan oleh LSM (PROL/PFOLb)

W LSk Jauh NE36

W ShDe At hEdl LSk |bu Kiots propins i, he2E ISkilokl, K105 ®ISKINE D) he30

‘-—I Y Carcig T Auskalanasd pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade v mareged by Canno, ]

[rienr S

Australian
Aid

Temuan kunci: Fokus kegiatan LSM nasional dan lokal

Catatan: jumlah sampel untuk LEM nasional kecil, meskipun disarankan untuk
tidak menggunakan persertase (%) namun ditampilkan dalam diagram berikot

o Advokasi kebijakan —LSM lokal (setengah) dan nasional, namun
secara signifikan lebib banyak LSM nasional (B0 %)

e Tata kelolad tata pemerintahan — LSM lokal dan nasional, hasil serupa
dengan jumlah setengah atau lebih dari setengah

e Advokasikasus — lokal, hampir setengah; secara signifkan kurang
untuk LSM nasional {17 %),

* |avyanan Sosial — hanya untuk lokal, lebih dari seperempat
* Peneltian - sebagian besar LSM nasional, hampir setengah
* Melakukan training bagi LSM lainnya — hanya nasional, lebib dari 1/3

(D gardno

Mote: Catatan untuk semua slide mulai slide ini. Signitan artima signifikan secara
statistik; Juga karena sampel (responden NGO nasional kecil; maka frekuensi
sebailnya dipakai daripada persentse di chart di bawah.

26



Sektor LSM di Indonesia

Slide 11

Kegiatan/fokus utama untuk LSM Lokal dan Nasional
(VoL SM)

50{12) =g e

Presentase (frekuensi)
BE s 88 d

o &

&
+ @F W L5 LOEAL N 105
\? < (1]
Fokus/kegiztan utama LSI (PFO3) . SN RASIONALN-2D

‘_‘ , Emrcig T Aurralanad pdeclis Lrded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr STErs aw Trade ol mareged by Canro. !
oy Pt 1

Slide 12

ervice Centre

LSM Lokal Berdasarkan katagori Cabang vs Non
cabang, % (Total N LSM Lokal 105)

Persentase (frekuensi)

CABANG BUKAN CARBANG

W LSR JAUH he3E m S DECAT H=d1 LS 1B U KOTA PROFIMG | N=26

(._l Y Cardmo T Asralansl pdecils Anled by Fe Surkallan Deparimend of Fordgn A7drs o Tradt awl meanaged by Candre,
Hem Pt L

27



Sektor LSM di Indonesia

Slide 13
vice Centre Australian
Aid
Sektor LSM Lokal Berdasarkan Cabang vs Non
cabang, % per sektor (Total N LSM Lokal 105)
% 2m[8 ) B4E1) 63 B3] 29 Ra] 73 8| 67 |3
3. I .
sektor paling penting vang dikerjakan oleh LS
‘_IH-" -E::‘Eﬂ Tl Aurkalanad pdeclls rded by be Ausrallan Depar nerd of Fordgn At ol Trake ol mareged by Candro, .1
Slide 14

vice Centre Australian

Aid

Sektor LSM Lokal Berdasarkan Cabang vs Non
cabang: Poin kunci

MWengingat bahwa ketiga sektor terbesar untulk LSk lokal
adalah Pemberdayaan Masyarakat, Hulum dan HAM, dan
Lingkungan, untuk kedua sektor terakhir, LSM yang secara
signifikan berfokus pada kedua sektor ini cenderung adalah
LS cabang. Hal ini (ditambah dengan kondisi lokal)
mungkin menjelaskan mengapa ada lebih banyalk lembaga
yang cenderung berfolkus pada kedua sektor ini ketimbang
seltor lainnya. Kedgiatan Pemberdayaan Masyaralkat tidak
ada hubungannya dengan status LSh cabang.

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre, !

Frasiom Sy
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Slide 15

Australian
Aid

LEM Lakal . N=105

Kedil [ <= 5juta) Sedang [6-30 juta) = Menengah (31-150juta) W Besar (> 150 juta) =

‘-—I Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
[rienr S

I
=

Slide 16

¥ anc vice Centre Australian
b and Design Aid

LSM lokal berdasarkan ukuran
dana: Poin kunci

+ Ditingkat lokal, ada banyak lembaga-lembaga kecil
dalam sampel dengan anggaran <Ep. % juta pada
tabun 2013 dibandinglkan dengan kategor lainnya,
dimana ada sejumlah lembaga yang memiliki
anggaran <Kp 1.5 juta.

+ Meskipun demikian, ada banyak variasi dalam
anggaran, dimana ada seperempat dan sampel
memiliki anggaran =Rp 150 juta dibandinglkan dengan
143 jumlah lembaga vang memiliki anggaran <REp 5
juta.

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt

I
&
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Slide 17

Slide 18

Australian

Aid

% LSM Berbadan Hukum

103
EEd ]
2 13

30 44—

48 (30
mipa) [30]

70 T gap3)

Tidak

= [ R
: I

1

4] T T T T i

Lsh Jauh N=36 L5M Dekat L5M Ibukotz L5M Lokal L5 Nasional
N=41 Profinsi N=Z8 N=105 N=42

Persentasel Frekuensid

L 5M berbadamn houloun, st tidalc (PLOZ)

‘_‘ ’ Cmrclg s Ausralanad pdeclis Lrded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr StErs aw Trade vl mareged by Cadro. !
[rienr S

wice Centre Australian

Aid

% LSM berbadan hukum: Poin kunci

+ [itinglkat lokal, makin dekat suatu lembaga dengan
pusat kota, makin mungkin lembaga tersebut "berbadan
hukum', dan tingkat kemungkinannya hampir dua kali
lipat bahwa LSk nasional adalah "berbadan hulkum’,
dibandinglan LS lokal

+ Sebadgian besar L3M lokal menyatalkan bahwa mereka
memiliki wisi dan misi, yang didukung dengan bulkti foto
dan fotokopi dokumen tersebut saat melakulkan survel.
Tindak lanjut —felaah labih lanjut apakah visl dan misi
tersebut lelah dionerasionalkan

(._l Y Cardmo T Asralanad pdecils anded by b Suskalian Depar mend of Fordgn AT ol Trade ol maneged by Candre,
T B Pt =
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Slide 19
;0 Study and Service Centre Australian
rch and Aid
Cara LSM nasional didirikan
OS5 DLOS Pilihan jawaban o, dari N= 42
satu yang paling tepat
------- - I e
A rmatists dosia LS inpeartsctorsl e, peransen I =15
L] 5 |11} 15 20 25 30
L:‘" -E:l'ﬂ.'r.h'} Tl Aurkalanad pdeclls rded by be Ausrallan Depar nerd of Fordgn At ol Trake ol mareged by Candro, ,EI.
Slide 20

Australian

Aid

Cara LSM nasional didirikan: Poin kunci

+ Ada lebih lembaga di tingkat nasional lebih
mungkin diclirikan oleh aktivis/staf LSM yang
mengidentifikasi kebutuhan (dibandingkan
pemangku kepentingan lainnya yang
mengidentifikasi kebutuhan tersebut), dan
sumber utama dana berasal dari kantong
sendiri, pihak donor, ataupun dari berbagai
sumber.

(._l Y Cardmo s Asralansl pdecils Anled by Fe Surkallan Deparimerd of Fordgn A7drs o Tradt awl meanaged by Canlre,.
T B Pt u
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Slide 21

vice Centre Australian

Aid

Aktivitas LSM Nasional untuk mendukung LSM
lain/Sektor (frekuensi)

] |
= nya, Totali=02 [ 35 |
vy 4
E fembentu 1gan T : I,
2 -
=0 | |
= 3
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E o 1 1 | 1 1 tantang LS8 21 |

- |

EE 1 1 1 1 pu S T &
33 - |
ET nibinaan dan pendam pingan : I,
n m 1 |
S fe 1 an, T :
= | |
=

é Aan, men pendanaan : I ——— 13 |

2(F 100%
my Tl

‘_‘ Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. .
e 1

Slide 22

vice Centre Australian

Aid

Aktivitas LSM Nasional untuk
mendukung LSM lain/Sektor:
Poin kunci

+ lebih dari 90% - membentuk koalisi,
pembinaan dan pendampingan,
memberikan pelatihan;

« hampir 90% - penelitian berorientasi
kebijakan publik

(._l Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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Slide 23

PERANAN DAN PERSEPSI

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. -
sy, P P =

Slide 24

Peranan dan persepsi

= Data kuantitatif jelas-jelas menunjukkan batwea Pemberdayaan M asyarakat
adalah fokus sektaral kunci bagi LSM di Indonesia. Hal ini juga didukung
BlEh penelitian kualitatf, namun hinooa titik tertentu ini bukanlah tren vang
aru.

= Secara umamm, berdasarkan FGDdi 4 propinsi, para pemangku keperntingan
(khususnya dari pinak permerintab dan pihak swasta) memiliki pandangan
wang postil terhadap LSM, meskipun pikak swasta cenderung karan
pahamtentang kerja LEM atau bagaimana berhubungan dengan LS

= Adasejumiah persepsinegatif mengenaibebe.raga LEn, khusushya dati
pibiak permerintah dan pibak swasta, mengenai LSM tertentu vang tidak
rerniliki tujuan yand jelas atau basis keanggotaanyang jelas. Ada
heberapa pihakyang mernyatakan batmea lembagslembaga tersebut
rdngkin berhubungan dengan kepentingan' di daerah dan diangoap
sebadai pembuat onar — paoin penting unfuk akuntahiltas LSM.

(._, Y Cardmo T Asralansl pdecils Anled by Fe Surkallan Deparimerd of Fordgn A7rs o Tradt awl meanaged by Candre,.
T B Pt *
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Slide 25

(NS5C) Research and Design

INTERAKSI DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. -
sy, P P =

Slide 26

Konteks ekonomi politik dan relasi personal

(._, Y Cardmo T Asralansl pdecils Anled by Fe Surkallan Deparimerd of Fordgn A7drs o Tradt vl meanaged by Canlre,. -
T B Pt
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Slide 27

Australian
Aid

Temuan kunci: Interaksi LSM lokal dan nasional
dengan pemangku kepentingan lainnya.

Catatan: Mazing-masing LSM ditarya spakah mereka betinteraksi dengantisp pem angku
kepentingan, satu demi sstu. Diagram pada beberapa side berikut ini menunjukk an
jasnaban YalTidak untuk tiap pemangku kepertingan.

Termuan:

= ebagian bezar lembaga lokal dan nasional bernteraksi dengan perarangan dan pibak
pemerirtah, dan tidak ada perbedsan vang =igrifikan antara keduanya

=Lola banyak lembaga lokal dan nasional vang juga berinteraks dengan anggota dewan
(lekih signifkan bagi LM nasionall— ini merupakan temuan vang cukup penting bagi tim
lamun interak s ditingkat lokd hanya tetbatas pada jenis pemangk u kepentingan l&innya
Harya 143 dai lembaga lokal bernterak @ dengan pihak donor dan pihak svwasta ehbil
sigrifikan bagi lembaga nasional | wakni masing4masing =90% dan 70%.

i urang dari 23 dan lembaga lokal berintersk s dengan koalisi dan LSM nasional .

Catatan: Hanpakiwa ada kesenjangan antara kegiatan kegiatan vang dinvatakan
oleh lembaga masional tarkait dubungan kepada LSM lainnya dergan kemungkinan
adanya interakisi antara LSM lokal dan nasional

L;"’) Cardno

Slide 28

[rienr S

Australian
Aid

Interaksi LSM Lokal dan Nasional dengan
Pemangku Kepentingan (% Jawaban Ya)
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Interaksi LSM dengan pemangku kepe ntingan{ AROL)
(._:'3 Carrefries
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Slide 29

Mational ME0 Study anc vice Centre Aystralian
' Aid

]

Temuan kunci: variasi lokal dalam kemungkinan adanya
interaksi dengan pemangku kepentingan

= Secars umum, pda vang tefadi di semua pemancgku kepentingan ialah bakwa makin dekat
baziz lem baga dengan pusat kota, mskin besar kemungkinan adanya interak = antara L=k
dan pemangky kepentingan lainnya.
= Secars umum, LEM vang mem punys kantor oi propins lebih besar kemungkinan
berinterak =i dengan pemangku kepentingan, dibandingk an dengan L= vang bedokasi di
kabupaten (meskipuntidak ada variasi interaks dengan perorangan, pibak snasta dan
angota desan).
= Terdapat beberapa perbedasn signifikan pads kabupsten dekat dan jaub, dantingkst
kemungkinan urtuk interak 5. Pengecualian: L= vang berlokasi jauh dad ibukota propinsi
kedl kemungkinannya untuk berirteraksi dengan
— pikak donor (145 jauh) dibandingkan dencgan hampir 103 LMW dek at
— LEM nazsiond (kurang dan setencah untuk LEM jauh' dibandingkan dendgan hampie 203
LS "chekat”)
Catatin: SIngkatnya, pada LS Mdl ingkatlokal, ks mungk inan Inkrak sl dengan psmangku ks pentngan yang pallng

sulltdifinghau jplhak s wa sta; doror, dan dalam be berapa ka sus, LSM naslonal jpaling nyata te resmin pada L5M
yang bariaka sl Jaulh darl Ibukcta propinsl.

L;"') Cardno

[rienr S
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Australian
Aid

Interaksi LSM Lokal dengan Pemanglu
Kepentingan Berdasarkan Wilayah (% Jawaban Ya)

4]
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Interaksi LSt dengan pemangku kepentingalaR01) LSRN L T P PR
D Zardne
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Slide 31

Temuan kunci - Interaksi

= Termuan: dalam slide herikut ini terlihat dengan jelas hatwa meskipun LSM
herinteraksi dengan para pemangky kepentingan kunci, kemungkinan
harya terjadi 1-4 kali dalam kurun wakto 3tabun, atag sekitar setahun
sekali.

= |nteraksiteriadilehih sering dengan perorangan dan andoota dewean (kedua
pemanoku kepentingan yang juga cenderung berinteraksi dengan LSMY,
dirmana ada jumlah LEM vang cukup banyak yang melakukan peremuan
dengan permangku kepertingan ini lebib dari 10 kali.

= fMeskipunada jumlahinteraksivang cukup banyak dengan LM lokal
lainrya, angkaini hanya 1-4 kali selama 3 tahun bagi setengah lembaga
sampel (mengindat bahwa sebadian besar sampel adalah lembaga kecil,
wakni 103, van dapat saling berbubunoan)

‘.__r") Cardno

[rienr S
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ervice Centre

Temuan kunci - Interaksi

= Diantara pemangku kepentingan yang kurang berinteraksi dengan
LSM (pihak donor dan pihak swasta), lebih dar %4 jumlah LSM yang
berinteraksi, frekuensi interaksi ini hanya berkisar antara 1-4 kali
selama 3 tahun.

= Temuan ini serupa dengan interaksi antara LZM lokal dan LS
nasional/daerah =serta koalisi, namun proposinya sedikit lebih tinggi
bagi mereka wang melakukan interaksilebih =ering dengan
pemangku kepentingan (yakni 1/5 dar LSM yang berinteraksi
dengan koalisis atau L3M nasional’daerah melakukannya 5-10 kali
selama 3 tahun, dan sekitar 10% melakukan pertemuan lebih dari
10 kaliy.

(._,""") Cardno

Frasiom Sy
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Slide 33

Slide 34

Frekuensi interaksi juga penting

= Frekuens terjadinys interak =i kem ungkinan adalah faktor penting dalam membangun
relasi dan mendptaan ak zeskualtas relas tersehut dendgan pemangku kepentingan

Temuan: Interaksi lebih sering dengan para pemangku
kepentingan
= Slide berikut ini menunjukkan babwea bahkan ketika LEM berinteraksi
dengan permangku kepertingan kunci, hal ini cenderung terjadi hamya 1-4
kali dalam masa 3 tahun, atau sekitar setahun sekali
= |nteraksilehih sering terjadi dengan perorangan dan angoota dewean (kedua
ienis pemanoku kepentingan vang juga lebih besar kemunokinannya
herinteraksi dengan LEMY, dimana ada jumlabh LSM yang cukup banyak
vand melakukan petemuan dengan pemanaku kepentingan ini lebib dari 10
kali.
= Meskipunada jumlahinteraksivang cukup banyak dengan LS lokal
lainrya, angkaini hanya 1-4 kali selama 3 tahun bagi setengah lembaga
sampel (mengingat bahvea sebagian besar sampel adalah lembaga kecil,
wakni 103, vang dapat saling berhubungan
Cardmno

[rienr S

ervice Centre

Interaksi yang kurang dengan pemangku
Kepentingan

= Diantara pemangku kepentingan yang kurang berinteraksi dengan
LSM (pihak donor dan pihak swasta), lebih dar %4 jumlah LSM yang
berinteraksi, frekuensi interaksi ini hanya berkisar antara 1-4 kali
selama 3 tahun.

= Temuan ini serupa dengan interaksi antara LZM lokal dan LS
nasional/daerah =serta koalisi, namun proposinya sedikit lebih tinggi
bagi mereka yang melakukan interaksilebih sering dengan pemangku
kepentingan (yakni 14 dari LSM yang berinteraksi dengan koalisi atau
LSM nasional/daerah melakukannya 5-10 kali selama 3 tahun, dan
sekitar 10% melakukan pertermuan lebih dar 10 kali).

(._,""") Cardno

Frasiom Sy
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Slide 35
ice Centre Australian
Aid
Jumlah frekuensi LSM Lokal berinteraksi dengan pemangku
kepentingan utama dalam tiga tahun terakhir (di antara lembaga
yang melakukan interaksi)
E R EEJ =
6835 67.16 TE.68 . TE61
5132
- i
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Slide 36

ce Centre Australian

Aid

Temuan: interaksi LSM nasional dengan
pemangku Kepentingan

+ Mengingat hahwa sampel lembaga ke, sebaiknya
menggunakan ukuran frekuensi ketimbang persentase (%)
MWMeskipun LEM nasional lebih munogkin berinteraksi dengan
sebagian besar pemangku kepentingan dibandingkan LSk
lokal, frekuensi interaksi tersebut lehih kecil dengan lembaga
donar internasional dan pihak swasta.

+ Sebaliknya, interaksi lebih sering tegadi dengan koalisi
{zecara signifikan berbeda dengan di tingkat lokal), dan sama
halmya dengan LSM lokal dalaminteraksinya dengan anggota
dewan dan perorangan.

(._r") Cardno

Frasiom Sy
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Slide 37

Service Centre

Jumlah pemangku kepentingan berinteraksi dengan LSM
nasional (% katagori jumlah), Total N LSM nasional 30

. =10
m5 10
1-4
32.14 42.86
18.52
Ll 357
Jaringan/Koalist  Donor/SM Anggots Dewan Sekior Swasta  Perorangan N=28
N=29 Inmternasional MN=27 M=21
MN=24

05 ATWS, hanga sam jawaban yang boleh dad katagor juanlah

‘_‘ , Emrcig T Aurralanad pdeclis Lrded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr STErs aw Trade ol mareged by Canro. -
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tudy and =

fice Centre

choand Design

Pertanyaan terkait relasi dengan
pemangku kepentingan

« Nasional > Dekat > Jauh.

« Apakah ini terkait isu jarak (mungkin sebagian),
kurangnya akses, atau kurangnya informasi?

« Frekuensi interaksi yang
bervariasi

= Apakah frekuensiinteraksi mempengaruhi kualitas relasi?

(._l Y Cardmo T Asralanad pdecils anded by be Suskalian Depar mend of Fordgn AT ol Trade ol maneged by Candre, -
Hem Pt o=
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Slide 40

Relasi dengan pemangku kepentingan

+ Menurut data kuantitatif yang didukung dengan data
kualitatif, bentul interaksi yang paling umum adalah
‘berbagi informasi’ dan 'kerja sama’, dan jarang dalam
bentuk Mota kesepahaman dan kontrale aberdasarkan

dana)

+ Riset kualitatif: relasi antara pemangku kepentingan
cenderung bergantundg pada hubundan pribadi,
ketimbandg relasi kelembagaan

+ Bentuk interaksi yang lebih formal antara lembaga,
seperti kontrak atau nota kesepahaman lebib umum
dijumpai di tingkat nasional, dan relasi semacam ini tidalk
dijumpai dalam hasil survel atau penelitian kualitatif

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
[rienr S

ervice Centre

Relasi dgn pemangku kepentingan

= Ketjasama yang lemah dengan pihak swesta (ebih bagus d lokasi vang terdapat
hasziz indudri; lebih bagus secara siginfikan di tingkat nasioral)
= Algzanutama untuk tidak berinterak s dengan pemancku kepertingan (haik
penditian kuditatif dan kuantitatif)
— Faktor nilai dan =tila .
— Data vang ada harus dilihat kembali dan diperiksa dasar-dasar apa =aja yang memang
=udah kuat dalam mendasan hubungan ini
= |nterak s dengan pihak swasta seringkali didorong oleh
hiziatif dari pihak C5F atau pegawai pemerntah, vang memiliki Iaar belakang L5kiha yasan
= |ntersk s antar pemandgku kepentingan sangat tergantung pads konteks ok alnys dan
hubungan prikbadi.

Mize s terb aas bagi beberapa L3M yang tidak termas=uk dalam jaringan terkait, khususnya di
daerah di mana ada keluarga atau pemimpin tertentu yang terkenal

= LEM lokal tidak banyak berinterak s dengan pibak donor
= Pertingrva betinteraks dengan perorandgan juga ditancgkap dalam data kualitatif

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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Serdice Centre

Interaksi LSMlokal dengan jaringan, LSM
Lokal lainnya dan LSM nasional

T nterakst dengan Jaringan

Ya Tidak I
Interaksidengan LSM Lokal lainnya
a 61.84 3816 76
Tidak AA17 44.83 24
Interaksidengan LSM nasionalfredional
e G5.67 34.33 67
Tidak A0.00 A0.00 38

O% ARDL, jawaban va/tidak

‘.__r") Cardno

[rienr S

42

Interaksi LSM lokal dengan jaringan, LSM lokal
lainnya dan LSM nasional: Poin kunci

+ Berhubung LSM lokal kurang berinteraksi dengan
koalisi, ada kekhawatiran bahwa mungkin LSk tidak
dapat membedakan apakah mereka berinteraksi dengan
koalisi atau LM lokal lainnya.

+ PMamun, meskipun ada tumpang tindih antara LSh yang
berinterakst dengan keduanya, setengah atau hampir
setengah menyatalkan bahwa mereka tidak berinteralsi
dengan keduanya. Juga nampaknya ada pembedaan
antara kedua pemangku kepentingan berdasarkan
jawaban yang diberilaan

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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Bentuk dukungan yang diberikan
dan alasan untuk tidak berinteraksi

= Sebagian besar bentuk dukungan yang diberikan oleh pemangku
utarma kepada LSM lokal adalah dalam dukungna informasideknis
dan pelatihan (lebih dari 50% L3M melaporkan babwea inilah bentuk
dukungan dari tiap pemangku kepentingan yang berinteraksi
dengannya)l, diikuti oleh dukungan advokasi bersama (khususnya
dengan pemerintah, LSM lokal lainnya, LSK nasional dan koalisi)

» Jika ada infrastruktur yang diberikan (hanya beberapa pemangku
kepentingan yang memberikan), biasanya dari pemerintah (153 LSk
yang berinteraksi dengan pemerintah melaparkan hal ini)

= Dana biasanya bentuk dukungan yang paling kecil kemungkinannya,
dan jika diberikan biasanya dar pemerintah (1/4 LsM melaporkan hal
ini], dan juga dari pihak swasta dan LSM nasional {sampel kecil)

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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Bentuk dukungan yang diberikan dan alasan untuk tid ak berinteraksi

Yang tidak berinteraksi dengan pemangky kepentingan

= Alaszan efis dan kurangnya informasi merupakan alasarralasan utama yano
ditunjukkan aleh penelitian kualitatif dan survei

= Tidak bamakyang pernah berinteraksi dengan pemangky kepentingan
mendgalami pengalaman buruk

= Mamun, menurdt hasil sunvei alasanutama di balik kurangrya interaksi dengan
koalisi adalab batwea LS berusaha herinteraksi, namun tidak mendapatkan
respons — dinyatakan oleh setengah dari 42 LS okal vano tidak berirteraksi
dengan koaslisi.

»  Ada sejumlah LEM yang tidak berminat (alasan utama dari setengab dari 64
lermbagayvang menyatakan tidak berinteraksi dengan pihak swasta, danhagi 173
dari 249 lembagayang tidak berinteraksi dengan LSM okal ainnya)

= Alaszan lain yang dirvatakan oleh 203 dari 67 lembaga yvang tidak berinteraksi
dengan donar (kategori lainnya dalam survei harus diteliti lebih lanjut)

= Sektor mana sajat? (untuk desaim

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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vice Centre Australian

Aid

Interaksi dengan Jaringan/
Koalisi/LSM lain/lembaga nasional

= Jelas bahwa ada relasi yang lermah antara LSM lokal dan nasional,
maupun antara LSM lokal dengan koalisi

= Interaksi antar LSM lokal juga relatif rendah (contohnya hanya S0%
lernbaga berinteraksi, paling banyak 4 kali selama 3 tahun)
— Munglin bidak mencerminican inderaicsl Informal antar indivicu’?

= Interaksi yang rendah mungkin mempengaruhi jurmlab dana dari
LSM nasional ke LSM lokal (khususnya yang berada di kabupaten
Jauh)

= Kurangnya respons dianggap sebagai alasan utama dari interaksi
yang lemah dengan koalisi dan kurangnya minat berinteraksi
dengan L= lokal lainnya

‘_‘ Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. :_
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vice Centre Australian

Aid

Cara LSM Masional Mengidentifikasikan LSM Lain yang Akan
Diajak Bekerja Sam a (Jika Ada Kegiatan)

Ininmps, TwE4L

Donor a8 u pe m be rid ana untu k proye King Bt @ng baru
mene ntukan mia, TolE41

identifikasi LSM yang akan

Setimpads proye k/ing Bt by, me ngide ntit #as i m i
secam |sanomng ke omng/dari gringan lws kil dan
temanma, TomEdl

diajak kerjasama {DL0Ga)

Cara men

Setmpmis proyely N Bt bary mengs lwrkan permirean
i mes ukba n proposs e rbuks ke oganisiaps sa
Tots =41

Be b= rpd engan e lom pok/Js ringa n LS hiya g st bil
TotmkE4l

(._:"') Cardno

Frasiom Sy
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Slide 48

Bekerja sama dengan mitra

+ Untuk mengidentifilkasi LSk lain yang akan digjak
bekerja sama, LM nasional cenderung bekerja dengan
kelompok dan Jaringan yang mapan (semua), dan jika
ada proyek baruy, mitra diidentifikasi lewat jaringan teman
atau informasi personal (hampir 90%)

+  Sekitar setengah LSM nasional pernah mengalami
lembaga donor atau agen pemben dana mengidentifikasi

mitranya, dan setengah juga pernah mengalami
membuka proposal untuk mencari mitra.

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. *
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ervice Centre

Jaringan/Koalisi/LSM lain

+ Hal-hal umum yang mendorong kerja sama

— Menurgt penelitian kuantitatif dan kualiatif, LS berinteraksi dengan
lembaga lainnya untuk memberikan bantuan, seringkali karena nantinya
mereka sendiri juga akan butuh hartuan dar LEM lain; penelitian
kualitatit menunjukkan sedikit alazan di balik kerja sama untuk
membentul; aliansi stratedis guna mencapai tujuan-tujuan kelembagaan

— Bentuk relasinya lehih diperjelas lagi seperti apa?

— Apakah berjejaring karena punya isu yar;% sama (Bandingkan juna
dengan ternuantim kuantitatit batwea suatu LEM hekerja di sektor
selktar herbeda),

— Jejaring karena merupakan cabang dar LSM nasional saja?; munokin
dapat dikelompokan menjadi jaringan internal dan eksternal?

— Bagaimana LSM-LSM yang bekerja di isu pemberdayaan (isu
pemberdayaan sangat luas) berjaringan dengan LEW lain (enis
laringan, bagaimana herjaringan??

— Ads beberapa contoh jefaring mubi-isy wang kuat o tngkat
dasrah - perin dipetimbangkan jugsa

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
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Australian
Aid

AKAN TETAPI....

Ada banyak pihak yang menginginkan relasi yang lebih baik lagi
antara pemangku kepentingan, baik oleh mereka yang sudah
membangun relasi maupun yang belum.

= Lebih dari90% sermua LSM nasional dan lokal menginginkan
relasi yang lebih baik dengan tiap pemangku kepentingan

»  Ketika ditanya secara khusus, apakah lembaga ingin memperluas
jaringan mereka dengan LSM dan koalisi Indonesia, respons rata-
rata adalah 4 53 (pada skala 1-5, skar 5 sangat setuju)

= Dan ketika ditanya secara khusus, apakah lembaga perlu
mempetluas jaringan dengan LM dan koalisi internasional,
respons rata-rata adalah 429 (pada skala 1-5, skor 5 sangat
setuju)

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclis Arded by B bl Depa menloTForlan S ard Thade ard maaged by Candro. :
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Australian
Aid

Keinginan LSM Mengubah Interaksi (semua LSM

menjawab)
LSM Lokal (MN=105) Masional (N=30)
Dengan Jaringan Dengan laringan
sudah puas: 10% Sudah puas %
ingin mem perbaiki: 89% Ingin perbaiki: 905
Dengan L5 lokal ingin mengurangi: 3%

sudah puas 4%

ingin memperbaiki: 96%
Dengan L5 nasional

sudah puas: 4%

ingin memperbaiki:9 6%

Dengan Pemerintzh Dengan Pemerintah

sudah puas: 5% sudah puas: 4%

ingin mem perbaiki:a 5% ingin memperbaiki: 92%
Dengan swasta Dengan swasta

sudah puas: 7% sudah puas: 0%

ingin mem perbaiki: 95% ingin mem perbaiki : 1005

ingin mengurangi: 3%

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
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Slide 52

AKUNTABILITAS &
PROGRAM/ADVOKASI
BERBASIS BUKTI

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.

5
e 1

Akuntabilitas — Audit dan Pengumuman Laporan Keuangan

Harmpir semua LSM nasional yang disureel melakukan aodit (96%) dalamwaktu 3
tahun terakhir
— Sebagian besar audit dilakukan tiap tabun (90% dari 28 lembaga nasional)
— M% audit dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, ditambab 21% karena ada
hadan pengawas
LS [okal vanog melaporkan telah melakukan audit dalamwakio 3 tahonterakhir
sercara signifikan lebih sedikit (174, atau 27%)
— Di antara LEM lokal yvand melakukan audit, alasan utama adalah karena
Eersyarat_an donor (54%), meskipun 21% melaporkan babwa audit dilakukan
arena inisiatil staf
Sekitar 253 (dari 42 Iemhadqa nasional melaporkan hahwa mereka mengumumkan
laparan keuangnnya kepada publik dalam 3 tabun terakhir. Dari sudut pandang
akuntabilitas, angka ini rendah, namun secara signifikan lehih tinggi dari angka
lemmbaga lokal (7% dari 105 Iembaga}
Angka-anogka of atas mash hams $SReliti e bif ianiot menrat Diran dana maswgg—masmg
lembaga maupnn smbey daya dan hubunganisd dendan pehdanaan “avadava yang makin
popdier (Secarg pmarm, by melkukan audit oa cokup mahal)
Tantahoan daiarm “mehonkny ainntabiitas - A da lde faln optuk menentukan wkoan
ghuntabitas alernats, Fhosusnya ook akantabitas ke bawah (downward acconnta biihy)?

(._, Y Carelre T Aurkalanad wdeclis Lred by Fe AUrkslian Depaient of Forgn A7 ol Tak o manged by Candrn,
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>0 Study and Service Centre Australian
rch and Aid
120 -
100 m Tidakada
l h
80 4
60
0 s5.67
57.18
20 ~ 17.07 26.67
CI T 36 T T T T ¥
LS Lokal LS Dekat L L3 Lokal LS
Tauh M=36 MN=41 Thukaota MN=105 Masional
propins N=30
N=28
a%: PKDS jawaban YasTidak
L’hﬁ E‘nrﬂ'ﬂn- Thls Anralanakd prdectis Lrded by B Ausialian Depar e rd of Fordgn A ol Thade 3wl maneged by Candro
Slide 54

Australian

Aid

Laporan Keuangan diumumkan

LSM lokal : 7% =105
LSM nasional: 64% q=42)

LSM Jauh: 2.78% - e
LSM Dekat : 9.76 % n=41y
LSM Ibu kota propinsi: 7.14% n-2a

25 KLOE jawaban YaiTidak

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
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Akuntabilitas & Program/Advokasi
Berbasis Bukti

= Sebagian besar [embaga lokal dan nesional melaporkan bahvea merek s mempunyai
satu mekani smelzara untuk menEumpulkan infonm &zi urtuk melacak kemajuan dan
keluarandeluaran di tingk st proyek maupun lembaga
— 87 dar 105 lembaga lokal dan 100°% dari 30 lembaga nasional
— tapiperuditelaah lzbih lanjot apa ssja mekanizme ini dan bagaimana digunakan
= Sejumlahlem baga, dan hanya lembagalokal, melaporkan bahvea merekatidak
T e pUMySE mekanism e sem acam ini (3%

= [Diartara lembaga yang mengumpukan informasi mengenai tingkst
kemajuandk eluaran (okal dan nazional)

— Harma 22% dari lokal dan 60 (12 dad 221 lembaga nasional melaparkan bahwa laporan
keuan%an mereka diumumban secara publik. (5ama halnya dengan angka meng enai audit,
hal ini harus dicek silang dengan besaran anggaran dan sumber dana lembaga)

— Mhbsing-masing 61 % dan 62 % melapodian bahwa mereka menggunakan mekanisme iy
urituk mengetahui apa =3ja yang befalan dengan baik dan kurangbaik

— htsing-masing 1% dan 60% menganggapma sebagai bagian dan perancanaan whunan
dan jangka panjang

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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Mational MO

(I

PENDANAAN
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vice Centre

Australian
Aid

Besarnya dana LSM di tahun 2013 dalam Rp

Dekat 1bu Kota
propinsi

Mirirrwrm

25% percentile
Median

75% percentile
Maksimum

MMean

I

0 B0 juta
2.5 juta 500 juta
36 jula 1 milyar

1 miilyar 10 milyar
J0 juta 1.1 mibyar
41 28

05 EL03, jawaban nmnenk

1.8 juta
20 juta
150 juta
10 milyar
340 juta

105

1.5 milyar
2 milyar

6.8 milyar
200 milyar
15.5 milar

42

‘_‘ Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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Australian
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Llang sangat terkonsentrasi di lembaga nasional dan di beberapa
lermbaga propinsi, dan ditiap tingkatan terkonsentrasi hanya di
sejurnlah kecil lermbaga (terlhat dari perbedaan yang besar antara
mean dan median). (Lembaga propinsi dan dekatfauh perlu ditelaah
untuk lembaga cabang).

» Juga perlu mencek silang antara anggaran dan tipe kegiatan yang
dilakukan, jenisjenis realsi, dan sumber dana (khususnya "swadaya").
Lembaga yang memiliki anggaran nolperly diteliti lebib lanjut
(khu=usnya ditingkat nasional) — dan lakukan analisis lebih lanjut

dengan menghilangkan nol’,

rrenarik.

mungkin menampilkan hasil yang

Mohon juga dicatat bahwa dalam sampel lembaga 'dekat’, ada banyak
lernbaga yang tidak mempunyai anggaran, dan lebih banyak (median)
yang memiliki anggaran kecil — angka anggaran tersebar di beberapa

kuartil di lokasi yang jauh

(._l Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
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Australian
Aid

1667

B33y g 83833

13,89
1111
- LETET
T8, o i’ l . 00 a o H I ul
&S g“g & &S &
5 0
\'a‘- ‘?}. '\‘ i 4 idg. 4

o I 4 ol
\',5;‘ kY cf i t-“ﬁg ¥ ~
TERFENTING SEEARAND M =30

B TERPENTING THGA TAHUN LALL M=
k1

‘-—I Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. ‘;':
[rienr S =

Slide 60

Australian
Aid

Sumber dana terpenting LSM Sekarang
dan 3 tahun lalu (LSM Dekat)

[Ee
4634
14.63
45§ TAL FATAE .. .76 12.2 Té
00 il | J oo 8 gy I ol
o | - e

& F & S S
& a)x? #bé‘ e_"f 4}4\@‘* R Og" & c@‘*&f #ﬂﬁ‘ Jp? v‘p
K o & & ndg e " ‘\@#

\"? ™ Oé“d. ¥ TEFENTING SEKARAMD
N=d41

B TERFENTING 3TH LALL
M= 41
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ional NGO Study and Service Centre Australian
S R ch and Design Aid

Sumber dana terpenting LSM Sekarang
dan 3 tahun lalu (LSM Ibu Kota Provinsi)

5357

A

o
17 8i

) i W7 107
7.14 .14 g
357 357 as7
Py oo B oo 00 0, g I Do
$ F & & & S5 & & &
& o o & 5
'\ & h
R \ﬁ} _.“ei‘ R ﬁ qg‘ﬁ < J ‘g\é & o

< o
Q‘Ls TEPENTING SEKARAMG
No=H
® TERPENTING 3TH LALU
N =28
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Australian
Aid

Sumber danaterpenting LSM Sekarang dan 3 tahun
lalu (LSM Lokal)

s

151
: — 133338
10 L . _
5 (B TR 150 a8 . = B0 — I . 181 2 B S I
0 = — - ) -
& ; > &
r & > S
ot Fa

F F S S T

o

Sumberdana terpenting sekarang MN=105
® terpenting 3 tahun lalu N=105

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt -

52



Sektor LSM di Indonesia

Slide 63
30 Study and Service Centre

_ ] rch and ¥

Sumber dana terpenting LSM Sekarang
dan 3 tahun lalu (LSM Nasional)

i F333
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Pendanaan

« Ada perbedaan signifikan dalam median anggaran
antara LSM dekat dan jauh

— Kabupaten yang dekat dengan ibukota propinsi, tapi tidak
termasuk dalam sampel, mempurnyail banyak LSM yang
tidak memiliki anggaran, dan lebih banyak (mediarﬁyang
memiliki anggaran kecil angka anghgaran tersebar di
bieberapa kuartil di lokasi yang jau

— Perlu dibagi menurut besaran, daerah, jenis kegiatan,
cakupan kegiatan dst

+ RKetergantungan pendanaan swadava pada LM lokal.

- Nuansa belum jelas, skala perubahan lebih besar di LS
jau

(._, Y Cardmo T Asralansl pdecils Anled by Fe Surkallan Deparimerd of Fordgn A7drs o Tradt awl meanaged by Candre,.
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Pendanaan

+ Secara signifikan ada lebih banyak LM nasional yvang
memperaleh dana dari lembaga donor dibandingkan LSM
lokal (dan sebagian kecil mendapatkan dana dari LSM
nasional)

— Apa yang menjadi penyebabnya?.. Bagaimana LSM nasional
menggunakan dana tersebut?

+ Ada dukungan dar swasta vang cukup baik (kepada LS
lokal), tapi skala kecil (hanya 1 atau 2 LSM ) Mamun tidal
sebesar LSM nasional

+ Tidak ada informasi mengenai pihak swasta yang
berhubungan dengan LEM (baik nasional maupun lakal)

L Y Caralse T acrdianald prokct i Turded by e Suskalay DeparinenlorF s Sfiaie v Trale v mareged by Candno, =
e 3
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Pendanaan

+ Dana pemerintah cenderung digunakan untuk
membiayal acara atau kegiatan bersama
— Beberapa ada yang berupa hibah atau program

— Harus dicek ulang jenis-jenis LS yang bersedia atau tidak
bersedia menerima dana pemerintah

= Apakah terkait etika danfatau karenatidak ada pilinan lainnya?
+ Ada beberapa tantangan untuk mengakses danaini,
seperti potongan biaya, kerumitan prosedur, kesesuaian
alolaasi dana pemerintah dengan kediatan LSk

« Kebutuhan unfuk mengoalang rjana)pubﬂk peri ditelits
febif lanjut, maupun kesenjangan informasi dari pelaku-
pelaky lainhya

— Laporan hasil penelitizn bualtalf membahas sy kesenjangan
informas!

‘-—I Y Caralig T Aurkalanad prdecllz drded by Fe Aurallan Deparnerd of Fordgn <08drs ol Thade awl mareged by Candro, ’
[T =
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]
SDM & REGENERASI
KEPIMIMPINAN
Ln-ﬁ w Thls Anralanakd prdectls Lrded by B Ausialian Depar e rd of Fordgn A1Ers sl Thade awl maneged by Candro :
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Mational M

(I

SDM - Profil

= Meksipun zampel kedl, lembaga rasional lebih mungkin memiliki gaf (baik vang diksyar
maupun tidsk 1 dan memiliki varasi jenis gaf — staf dibayar part time 58% |, s=dangkan
L=M lokd 20% . Apakahukuran LM mya mempengarihi hal ity

= 100% (re42) L= nasioral memiliki satidsk nyva satu gaf 1l time

= LSk ditiap tingkatan memiliki af full timetidak dibayar

= LM jauh lebih mungkinmemiliki saf part timetidak dibavar dibandingkan dendgan
=Emua jenis letak geografis

= Jika memiliki staf part time vang digaji maupun tidak | lembaga lokal dekat ibuk ota lebih
mungkinmemilikijumlah saf vang lebih besar [dibandnogkan LS jaub), tapi rasionys
hampir zama dengan saf ull time dibayar artara LSM dekat dan jauh

= Adds sadkit jumnlab dirgktur dan wakil drektur perempuan, namun zedikit lebib banyvak
direktur di tingkat nasioral dbandngkan ditingkat [akal

= Terkait L=M vang memiliki gaf full time perempuan, sebagian bezar sampel LSM (baik
dekat maupun jau) memilki antara 10-25% faf perempuan, atau atay 25-50% Saf
perempuan hampir B0% dai s2mua sampel okall rasionya lebih besar untuk sebagian
hesar L propins dan nasional, namun angkanya rendsh.

= L= kabupatenjach lebih mungkintidak memiliki gaf il time perempuan yang dbayar

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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Australian
Aid

26 (24|

P ] Fradesal )

dibayar
Jenis Stat vang dimiliki LSK (K510, K519, K805, KS18)
W L5k Jauh N=36 m L5k Dekat N=41 B 5K Thukata Proginsi N=28
L5k Lokal, N=105 ® L5k Nasianal , N=42
Y cardno

oy Pt
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Australian
Aid

B LAK Jauh N=36

B L5k Dekat H=41

B 158 |bu Kota Prapinsi N=28

LaM Lakal N=105

Persentzse(Frekuensi)

B LEM Nasional M=42

Laki - lak Perempuan

(_,H} Jenis kelamin direktur|DS02)
Cardno

P
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30 Study and Service Centre Australian
rch and Aid
1]
a0
:E m L58 Jauh N=18
2 ki I H=18
E W L5k Dekat N=138
o
i LSK Ibu Kata Prapinsi M=12
& LS Lakal N=48
n
E W L5k Nasional N=14
E N ]
Las =13 Persmpuan
Jenis kelamin wa kil direlctur|D506)
Cardno
U cardr
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Australian
Aid

Staf Full Time Perempuan LSM

Erekue%si:l

Persentase
(=]

5

Jumlah stat tull time perempuan(K509)

(._l_"} Cardno

By w5 ol Dkt B il ifsis K Brsinai Bl=dd Sl skl B m LSRA B i el Bl
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vice Centre

SDM - Kualitas

Terkait kualitas staf, lebih banyak LSM nasional mengatakan bahwa
mereka memiliki staf yang cukup terampil, namun tidak halnya untuk
L=k "jauh”

Adt? sedikit perbedaan terkait kualitas staf antara LSM cabang dan non-
cabang

»  Ada cukup banyak LSM lokal anE stafnya bergelar sarﬂ'ana. D tingkat
gas%nnal lebih mungkin dibandingkan lakal untuk bergelar magister dan
i atasnya.

— 415 LS nasional mengatakan hampir semua stafmya minimal berogelar
sarjana dibandingkan dengan 153 LSM [okal

— Setengah dari LEM nasional memiliki direktur bergelar sarjana, dan 13
rmemiliki oelar magister; 58% dari LS okal memliki direktur bergelar
satjana, namun hanya T%, hergelar magister.

tualiias SOMsecam whiuw pedy ebil didalan, kaena fasil dan meved bvantilahi s enpebotlan bakwa
tirghat bivadtas SO0V fokial ebil Hirggd. fas o dan sis bealilfali belus begity flas & enmgenal apa yang
fire A tanéan?an dalas hal SO Kamena n'a.'?'sasgﬂ yang didapal das hwardiati ba ke hualtas Owlan

hanya Ertamy Heghiat pe mdiaitan Bpifgrga soal

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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vice Centre

Kualitas staf: Staf memiliki cukup ketrampilan berdasarkan
lekasi (hanya untuk LSMyang punya staf dibayar, MG00=1)

sebadgian besar staf memiliki cukup ketrampilan
« |5M Lokal jauh: 57% dari Total M=21

+ LSM Lokal dekat B0% darn Total M=15

+ LSM lbu kota propinsi BO% dar Total M=25

+ LSM Lokal 72% dari Total M= g1

+ L3M Masional 87% dan Total M=30

FPoin kunci: makin‘{auh LSM dari pusat kota, makin kecil
kemungkinan direktur atau staf senior melaporkan bahwa
lembaga mereka memiliki staf yang cukup terampil.

2= MGE05, pilih saty jawaban vang sesuai
(._,""") Cardno

Frasiom Sy
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;0 Study and Service Centre Australian
rch and Aid
Pendidikan Staf LSM Lokal dan Nasional 51 atau Lebih
(%o}
_:' Tidak ada [ ‘9'
;‘ Sang 4 | o L]
: |
E urang d gann O 18 R0
5 ] | ELES
E 1 dari setengahnya 14E| =R
el B
E lam sEmuanya =51 P
- . 1112
>2muanya 24114
1 2 30 ] )
Persentase(Frekuensi)
LEM Lakal M=1 W L5k Namianal N=42
D Cardne
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Australian

Aid

Kualitas staff: Staf LSM lokal memiiliki cukup ketrampilan
berdasarkan cabang vs non cabang(hanya untuk LSM yang
punya staf dibayar, MG00=1)

Kebanyakan LSM melaporkan bahwa staf mereka
cukup terampil, dan hanya ada sedikit perbedaan
antara LSM cabang dan non-cabang

Cabang: 78% ( N=18)
Non Cabang: 70% (N=43)

L5 MGOS, pilih satu jawaban yang sesuai WMO1 jawaban YaTidak
(._r") Cardno

Frasiom Sy
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SDM - Pengembangan

. Sepeninga direktur lembaga angll palin% seting mendapatkan
pengermbangan SOM pada LaM Tokal 83% dan 105 lembaga
(dibandingkan 50% di LM nasional], dirnana hanya 1.3
menyatakan babwa 'staf yE ditunjukystaf khusus melakukannya
(dibandingkan 7 4% ditingkat nasional)

— Arngla Jnl masih perin diiontekstualisasivan terkalt besaran staf (dan
fesarah ahdgarah)

= 23 L=M lokal dan 4/ LEM nasional melaporkan bahwa mereka
merniliki rencana dan telah melakukan pembangunan kapasitas;
Jumlah yang sama juga memiliki staf yang dibayar
— Apa wahg sudah secara Fif diiziuien ofeh LEW unbis parningiatan

kapasitas stafs Data ni Hdak sesuaidendah pehgalaiman praidis
pasatta Iokakansg

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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SDM - Peluang-peluang Kepemimpinan

= Semuadari 20 L5M nasional dan 93% dari LEM lokal, setuju atau sangat sefuju
hatwva lembaga mereka perld memperluas peluang kepemimpinan bagi
denerasi muda

—  Selitar 7% L5M lokal tidak setuju aau =angat tidak setuju dengan pemyatan tersebut

= [ sagt yvang sama, sekitar dua pertiga dari 42 LSM nasional vand disunei
rmelaparkan batwea hanya direkdur ataupun harya direkiur beserts 1-2 staf
seniar dapat menyetujul pengounaan uang di atas Rp 1 juta. Meskipun
pertwataan ini perlu dicek silang den%an besaran angdgaran lembaga dan
Jurnlah total staf, hal ini dapat berari bakwea keputusan di lembagas sangat
tersentralizasi

= Untuk %4 L5W nasional, Rp 1 juta biasana meripakan 0,07 % atau kurang anggaran whunan
mereka

— Trenyang =ama juga terdapat di sekiar 0% L5 lokal vang disurvei (semuajenis, jauh, dekat,
propinsl; namun dengang’lun'l ah stafdan besaran anggaran wang lebih kedl, sangat sulit untuk
membuat kesimpulan, s=hingga data perdu dicz k =ilang.

= Data engensl rmekrgoerc gy sl staf oah persepsl akah kualitas stal ju?a 2
dlitelzah febih [2Uh (kesan perarma= Wnimnea Hnglat kepercalaan farnacdan
ataf rendah hususnya o LS foka)

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
T B Pt
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“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. -

SDM - Pergantian staf

105 LEM |okal melaporkan bakwea pergantian staf seringkali merupakan

masalah {menurut Igpuran nleh dir%lﬂ%r}. Tidak ada variasi di arrtarpa LS

rabang dan nonrcabang

— Dibandingkan dengan 3% LS nasional (1 LSk

—  Perly diklrikas lebib jaoh dengan nset knatiaty

—  Hamun demikian, setengah dan masing-masing LSM lokal dan nasional
melaporkan bahwa mereka setuju atau sangat setuju bahwa pergantian staf
peru dikurand

113 dari masing-masing 98 LEM lokal dan 42 LS nasional mempuriai staf

vang pindah ke pihak swasta dalam 3 tahun terakhir (sehagian hesar dari LS

cabang, danfatau LSM yvang dekat atau berada di ihukota propins,

dibandinogkan dengan LM jauh). 17% pindab ke LSW [okalmasional debih

harmiak berasal dari LSM non-cabang dan yang berada di pronpinsh. Ada 2 pain

yang menarik;

— 12% memiliki staf vang meninggalkan lembaga untuk menjadi anggata dewan (sebagian be=ar
dan L5h non-cabang )
ﬁﬁmﬂ:ﬂg ;ﬂ:;’ e;fa?? firerming gafian b baga e ®idorapa =m4a pedy ditentelRualirasian

[rienr S

Keluarnya staf: LSM Perlu mengurangi

% setuju + % sangat setuju perlu mengurangi:
LSk lokal Jauh 358 % (=22

L=k Lokal Dekat: B4 9% ¢u= 20

LSM by kata Propinsi (52% v= 25

L=kt Lokal: 499% (n=02

LSk Masional 47 % (w=20

Berdasarkan cabang/non cabang:
Cabang 1 57% (M=30)
Mon cabang : 50% (M=E3)

C1=: PROG, pilih salah satu jawaban yang sesuai; W01 jawaban
YavTidak

(._,""") Cardno

Frasiom Sy
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Rata-rata jumlah staf LSM Lokal dan nasional ada

Staf keluar

Rata-

rata
Sektor swasta 4
Angeota Dewan 2
Lembaga donor 2
L5M lakal/nasional lainmya 2
L5M Internasional 2

05: K523, K524, K525, K526, K527, menyebutkan jumlah staf yang keluar untuk

bekerja di masing-masing tempat tersebut
Cardno = =
WO Gar

Lanjutan...

»  Data mengenal insentif finansial dibandinglian non-finansial perly
ditelza b lebih laniut (Rhusushya ditambat dengan Haet Lualitatif),

M

17
7
3
10

9

Australian
Aid

I Gt R el

Rata-rata M
4 13
1 &
3 15
3 19
2 14

Australian
Aid

dan juga ferfu mengelatrapolasl temuan-termuan kalitabf dan

kuantitatif
— Feriu diihat laporan penelitian kuaitatif

ahg merrbahas bbb dalam

cigta darl FE0 dengan staf mengenal 50

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,

Frasiom Sy
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SDM - Regenerasi

= Perdebatan mengenal apa U regensras — apa yang dimaksud, apa saja
standar-standarnya, apakah berolus pada regeneras! di tngkat Bmbaga
ataw seltor (ataw keduanyal, dan apakah regenerasi staf ataw hanya
kepemimpinan?

= Setengah dari LSW [okal (ebib banyak LS propinsd dan LS nasional
mendgatakan hahwa mereka memiliki renc ana regenerasivang jelas dan
melaksanakan strateqi regenerasi tersebut (Wenurat resaoncan sunellang
kabanisakan adaiah pemirpin senioy Bimbagal

— Namun, hampir 2/3 lembaga cabang mengatakan hal yvang sama,
dibanding kan 40% lembaga non-cabang
= Ketika regenerasi terjadi, nampaknya paling efektf pada lembaga yand magpan.

— Jenizlembaga menentuk an (contohnya vayasan, perkumpulan), namun faktor utama
adalah peranan aktivis senior

— Jika regenerasi terjadi, memiliki basiz kelembagaan (contohnya peraturan)

(Catatan: Hasi penel@an kualtatyf kbt lapiat membahas mengenal hubunoan dengan
Unicersias hat fuga pendekaan LEH)

-]
3

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro.
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++ -

Regenerasi horirontsl dan vertilcal Hamya regenarasi horisantal yang
e el i ter jad

Harya regenarasi wertikal yang

ter jad

(._,""") Cardno

Frasiom Sy
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Lanjutan ...

+ Hal-hal yang mempendgaruhi regenerasi memiliki dimensi
harizontal maupun vertikal, sehingga penguatan sektoral
mungkin membutuhlan kombinast keduanya (2 x 2)

— Jaringan pelindung membentuk akses
— Beberapa bentuk regenerasi juga terbentuk lewat kekeluargaan
(catatan: hasl temuan hualtatit membahas topik ol lebib Janjui)

= Data sunvel perly dianaliss terbalt lamanya direliur dan walkil
direlitur berada dalam posisings, dibandingkan wrmur embaga.
Kaitannya dengan wmur saf juga periu ditelitl lebib lz njut

“_l Y Carclg T Ausralanad pdeclls rded by 1 Suskalian Depaimend of Fordgr SfErs aw Trade o mareged by Canro. =
sy, P P =

Slide 86

ce Centre

TOPIK TAMBAHAN UNTUK
PENELITIAN LANJUTAN

(._, Y Cardmo s Asralanad pdecils Anded by Fe Suskalian Deparmend of Fordgn A7iEr: ad Trake vl maneged by Canlre,
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SDM - Regenerasi

Hzi-hal vang munghin periu ditelif) isbif jauh;

+Perubahan idealidealism berdampak pada keinginan staf
untuk bergabung dan tinggal dalam sektor?

«Ada isu kesukarelaan, gaji, dan komitmen

« Lihat data "fakfor-fakdor eksternal’; data lainnva-

—Gonmhn?l/a: Apa darmpak darl perseps publk tentang Letja of LS,
Jika ada’

« [su generasi dan perbedaan persepsi — staf muda dan
permirpin?

sDampak parpo! datarm merebruf staf LSMY

L_I , Caardling T Ankalanakd prdeclls Arded by be Ausballan Deparinerd of Fordgn A1 awd Trade ad mareged by Candro, f
Momgrmy P b .
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Topik-topik Lainnya

Inklusiitas dan gender dan |;(Jengarthnj,ra pada kepemimpinan,
kernajuan organisasi, dan tingkat kepercayaanfakuntabilitas

Kontribusifperan LSM nasional  dan LM lokalberbasis  isu

(digabungkan dengan pain-poin terkait)

Dampak, persepsi dan cara-cara untuk mengubah perilaku publik
Dampak dari pendekatan/persepsi danor

Bagaimana keputusan program  dibuat  di dalam  badan
kepengurusan LSM

- Jenis kebutuhan peningkatan kapasitas bagi LSW
Pendanaan swadaya

Feran pemerintah  atau  sektor  lainnya  dalam menjembatani
Eendanaam atau TSR dari sektor swasta untuk masyarakat melalu
=M (dan digabung dengan peran kebijakan)

Hubunganderan dari DFR dengan LS
Jaringan dan koalisi internasional
(.__,"‘)m

Bomgreny Fom [
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